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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

bahwh sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 39 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2Ol3 tentang
Jabatan. Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka
Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama IVIenteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2OL3 tentang
Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka
Kreditnya;
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OOO tentang Desain

Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a0a5);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OL4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 54941;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Mengingat :
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Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 20IO (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OIO Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5 12 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara' Republik
Indonesia Tahun 2OOO Nomor I94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4OI5), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
I22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a$21;
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4OL6), sebagaimana telah
dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5a67\;
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4Ol7),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2OO2 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a193);
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor
198, .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aO 19);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 42631, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
164l;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OIO tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OIO Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negaia Republik Indonesia Nomor 5135);

5.

6.

7.

8.

9.
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2OI1 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lenrbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OI1 Nomor I2I,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

1 1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2Ol2
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor
235);

L2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2OO9 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OI3 Nomor I25);

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2OIO tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2OI3
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI3 Nomor
126);

14. Keputusan Presiden Nomor 59 / P Tahun 20 1 1 ;

15. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2OI3 tentang Badan
Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI3 Nomor 128);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2Ql3 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri
dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI3 Nomor 1340);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA. DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NBGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2OI3
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN

INDUSTRI DAN ANGKA KREDITNYA.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:
1. Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri adalah

jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggungjawab, wewenoflB, dan hak untuk melakukan
pemeriksaan permohonan desain industri.

2. Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri Ahli
Pertama adalah Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain
Industri Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2OI3
tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan
Angka Kreditnya.

3. Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri Ahli Muda
adalah Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri
Muda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 20 13 tentang Jabatan
Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka
Kreditnya.

4. Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya
adalah Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri
Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka
Kreditnya.

5. Pemeriksa Desain Industri adalah Fegawai Negeri Sipil
(PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenong, dan
hak secara penuh untuk melakukan pemeriksaan
permohonan desain industri sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

6, Pemeriksaan Permohonan Desain Industri adalah kegiatan
memeriksa permohonan desain industri yang meliputi
perencanaan pemeriksaan, pemeriksaan pendahuluan,
pemeriksaan substantif, evaluasi hasil pemeriksdan
substantif, rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan,
dan pelaksanaan tugas internalisasi di bidang desain
industri.

7. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk,
konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis
dan warna, atau gabungan ,Cari padanya yang berbentuk
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tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan
estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau
dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan
suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan
tangan.
Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
danlatau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
dicapai oleh Pemeriksa Desain Industri dalam rangka
pembinaan karier yang bersangkutan.
Tim Penilai Angka Kredit Pemeriksa Desain Industri yang
selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah tim yang dibentuk
dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenong, dan bertugas
untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Desain Industri.
Karya Tulis lKarya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok
pikiran, pengembangan, dan hasil kajianlpenelitian yang
disusun oleh Pemeriksa Desain Industri baik perorangan
atau kelompok di bidang Desain Industri.
PenghargaanfTanda Jasa adalah tanda kehormatan yang
diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lancana Karya
Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
Orghnisasi Profesi adalah organisasi profesi Pemeriksa
Desain Industri yang bertugas mengatur dan menetapkan
prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Pemeriksa Desain
Industri.

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, JENJANG

JABATAN DAN PANGKAT. GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu
Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri termasuk dalam
rumpun.Hak Cipta, Paten, dan Merek.

Bagian Kedua

. Kedudukan

Pasal 3

(1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri
berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional
penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemeriksaan
Permohonan Desain Industri.
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(21 Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan
karir.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Pemeriksa Desain Industri yaitu melakukan
Pemeriksaan Permohonan Desain Industri yang meliputi
perencanaan pemeriksaan, pemeriksaan pendahuluan,
pemeriksaan substantif, evaluasi hasil pemeriksaan substantif,
rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pelaksanaan
tugas internalisasi di bidang Desain Industri.

Bagian Keempat
Jenjang Jabatan dan Pangkat, Golongan Ruang

Pasal 5

Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri merupakan
jabatan fungsional keahlian.
Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri
dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi,
yaitu:
a. Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama;
b. Pemeriksa Desain Industri Ahli Muda; dan
c. Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya.

Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang Jabatan
Fungsional Pemeriksa Desain Industri, yaitu:
a. Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama:

1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a; dan
2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang

rrr / b.

b. Pemeriksa Desain Industri Ahli Muda:
1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan rLlang III/d.

c. Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya:
1 . Pangkat Pembina, golongan ruan g IV I a;

2. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
. dan

3. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang
IV lc.

(41 Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang
jabatan Pemeriksa Desain Industri sebagaimana dimaksud

(1)

(21

(3)
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pada ayat (3) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang

ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan..
(5) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam

Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri ditetapkan
berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan
Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat,
golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan
dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada

ayai 1e1.

BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 6

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain
Industri yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 7

(1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
mempunyai tugas melakukan pembinaan Jabatan
Fungsional Pemeriksa Desain Industri, antara lain:
a. menyusun ketentuan teknis Jabatan Fungsional

'Pemeriksa Desain Industri;
b. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional

Pemeriksa Desain Industri;
c. mengembangkan dan men5rusLln standar kompetensi

Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri;
d. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/ Karya

Ilmiah di bidang Desain Industri;
e. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat)

fungsionallteknis di bidang Desain Industri;
f. menyelenggarakan diklat fungsionallteknis di bidang

Desain Industri;
g. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional
. Pemeriksa Desain Industri;
h. menganalisis kebutuhan diklat fungsionallteknis di

bidang Desain Industri;
i. mengusulkan tunjangan Jabatan Fungsional

'Pemeriksa Desain Industri;
j. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional

Pemeriksa Desain Industri;
k. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan

Fungsional Pemeriksa Desain Industri;
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1. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pemeriksa
Desain Industri, ketentuan pelaksanaan, dan
ketentuan teknisnya;

m. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik
dan etika profesi Pemeriksa Desain Industri; dan

n. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri.

(21 Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas
pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan
Fungsional Pemeriksa Desain Industri secara berkala
sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan
kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara

BAB IV
RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
DESAIN INDUSTRI SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN

Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain
Industri sesuai dengan jabatan, sebagai berikut:
a. Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama, meliputi:

1. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan
Rencana Kerja Pemeriksaan;

2. menyusun Sasaran Kerja Pemeriksaan;
3. menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan;
4. meninjau ulang Sasaran Kerja Pemeriksaan;
5: meninjau ulang Rencana Kerja Pemeriksaan;
6. membuat daftar penerimaan dokumen oleh

Pemeriksa;
7. menentukan kata kunci klasifikasi Desain Industri

berdasarkan standar klasifikasi internasional;
8. mencari data referensi klasifikasi Desain Industri

berdasarkan standar klasifikasi internasional di
Kantor HKI lainnya;

9. menentukan kelas dan subkelas klasifikasi Desain
Industri berdasarkan standar klasifikasi
internasional;

10. melaporkan hasil klasifikasi Desain Industri;
1 1. menganalisis hasil klasifikasi;
12. membuat laporan persetujuan hasil klasifikasi;
13. menganalisis representasi desain;
14. menganalisis keterkaitan representasi desain' 

dengan judul dan keterangan gambar;



-9-

15. menganalisis keterangan kegunaan produk;
16. menganalisis klaim perlindungan Desain Industri;
17. menganalisis kejelasan jenis permohonan;
18. menganalisis keterkaitan antara judul dengan

gambar, kegunaan, uraian dan klaim sebagai satu
kesatuan Desain Industri;

19. membuat laporan hasil pemeriksaan kejelasan dan
kesatuan;

20. menganalisis laporan hasil pemeriksaan kejelasan
dan kesatuan;

21. membuat surat untuk perbaikan kesatuan dan
kejelasan;

22. mernpelajari tanggapan atas surat perbaikan
kesatuan dan kejelasan;

23. membuat laporan hasil pemeriksaan kejelasan dan
kesatuan setelah pelaksanaan komunikasi;

24. menentukan kata kunci penelusuran;
25. mencari data pembanding penelusuran internal;
26. rrrencari data pembanding penelusuran eksternal;
27 . rnembuat laporan hasil penelusuran;
28. mengumpulkan data penelusuran;
29. mengelompokkan data penelusuran berdasarkan

karakteristik produk;
30. menganalisis data penelusuran ;

31. menentukan data penelusuran yang relevan;
32. membuat persetujuan hasil penelusuran;
33. menganalisis substansi berkaitan dengan definisi

Desain Industri terhadap desain keseluruhan
dengan kompleksitas rendah;

34. menganalisis substansi terkait dengan peraturan
. perundang-undangan yang berlaku, terdapat

pelanggaran hak kekayaan intelektual, melanggar
ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap

. desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;
35. menentukan kreasi utama (main pointl dari desain

keseluruhan dengan kompleksitas rendah;
36. menentukan kreasi umum (common point) dari

desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;
37. menentukan kreasi yang berbeda (different pointl

dari desain keseluruhan dengan kompleksitas
rendah;

38. menentukan kemiripan berdasarkan data
pembanding terdekat dari desain keseluruhan
dengan kompleksitas rendah;

39. membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak
memenuhi persyaratan substantif Desain Industri
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terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas
rendah;

40. memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau
amandemen Desain Industri jika tidak memenuhi
persyaratan substantif Desain Industri terhadap

. desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;
41. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan

keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain keseluruhan untuk kompleksitas rendah; '

42. rnembuat laporan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain keseluruhan
dengan kompleksitas rendah;

43. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain keseluruhan
dengan kompleksitas rendah;

44. membuat surat keputusan substantif Desain
Industri diberi atau ditolak untuk desain
keseluruhan dengan kompleksitas rendah;

45. membuat surat penarikan kembali permohonan
Desain Industri terhadap desain keseiuruhan
dengan kompleksitas rendah;

46. menganalisis substansi berkaitan dengan definisi
Desain Industri terhadap desain parsial dengan
kompleksitas rendah;

47 . menganalisis substansi Desain Industri terltait
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, terdapat pelanggaran hak .kekayaan
intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas,
dan agama, terhadap desain parsial dengan
kompleksitas rendah;

48. menentukan kegunaan dan fungsi dari desain
parsial dengan kompleksitas rendah;

49. menentukan kreasi dari desain parsial dengan
kompleksitas rendah;

50. menentukan lokasi, ukuran, atau area dari
penerapan bagian yang dimintakan perlindungan
dari desain parsial dengan kompleksitas rendah;

51. menentukan kemiripan berdasarkan data
pembanding terdekat dari desain parsial dengan
kompleksitas rendah;

52. membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak
memenuhi persyaratan substantif Desain Industri
terhadap desain parsial dengan kompleksitas
rendah;

53. memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau
amandemen Desain Industri terhadap desain
parsial dengan kompleksitas rendah;



-11

54. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain parsial untuk kompleksitas rendah;

55. membuat laporan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain parsial dengan

. kompleksitas rendah;
56. membuat persetujuan hasil

Desain Industri terhadap
kompleksitas rendah'

57. membuat surat keputusan substantif Desain
Industri diberi atau ditolak untuk desain parsial
dengan kompleksitas rendah;

58. membuat surat penarikan kembali permohonan
Desain Industri terhadap desain parsial dengan
kompleksitas rendah;

59. menganalisis substansi berkaitan dengan definisi
Desain Industri terhadap desain berupa set produk
dengan kompleksitas rendah;

60. menganalisis substansi terkait dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, terdapat
pelanggaran hak kekayaan intelektual, melanggar

. ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap
desain berupa set produk dengan kompleksitas
rendah;

6.1. menentukan kreasi utama (main pointl dari desain
berupa set produk dengan kompleksitas rendah;

62. menentukan kreasi umum (common pointl dari
desain berupa set produk dengan kompleksitas
rendah;

63. menentukan kreasi yang berbeda (different pointl
dari desain berupa set produk dengan kompleksitas
rendah;

64. menentukan kemiripan berdasarkan data
pembanding terdekat dari desain berupa set produk
dengan kompleksitas rendah;

65. membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak
memenuhi persyaratan substantif Desain Industri

. terhadap desain berupa set produk dengan
kompleksitas rendah;

66. memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau
. amandemen jika tidak memenuhi persyaratan

substantif Desain Industri terhadap desain berupa
set produk dengan kompleksitas rendah;

67 . melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain berupa set produk untuk kor.npleksitas
rendah;

pemeriksaan substantif
desain parsial dengan
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68. membuat laporan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain berupa spt produk
dengan kompleksitas rendah;

69. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain berupa set produk
dengan kompleksitas rendah;

70. membuat surat keputusan substantif Desain
Industri diberi atau ditolak untuk desain berupa set
produk dengan kompleksitas rend.ah

71. membuat surat penarikan kembali Desain Industri
terhadap desain berupa set produk dengan
kompleksitas rendah;

72. menganalisis substansi berkaitan dengan definisi
Desain Industri terhadap desain keseluruhan
dengan kompleksitas sedang;

73. menganalisis substansi terkait dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, terdapat
pelanggaran hak kekayaan intelektual, melanggar
ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap
desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

T4.menentukan kreasi utama (main pointl dari desain
keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

75. menentukan kreasi umum (common pointl dari
desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

76. menentukan kreasi yang berbeda (diffe:rent pointl
dari desain keseluruhan dengan kompleksitas
sedang;

77 . menentukan kemiripan berdasarkan data
' pembanding terdekat dari desain keseluruhan

dengan kompleksitas sedang;
78. membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak

memenuhi persyaratan substantif Desain Industri
terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas
sedang;

79. memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau
amandemen jika tidak memenuhi persyaratan
substantif Desain Industri terhadap desain
keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

80. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputusan substantif Desain Industri terhadap

. desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;
81. membuat laporan hasil pemeriksaan substantif

Desain Industri terhadap desain keseluruhan

. dengan kompleksitas sedang;
82. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif

Desain Industri terhadap desain keseluruhan
dengan kompleksitas sedang
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8b. membuat surat keputusan substantif Desain
Industri diberi atau ditolak untuk desain
keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

84. membuat surat penarikan kembali permohonan
Desain Industri terhadap desain keseluruhan
dengan kompleksitas sedang ;

85. menganalisis substansi berkaitan dengan definisi
Desain Industri terhadap desain parsial dengan
kompleksitas sedang;

86. menganalisis substansi terkait dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, terdapat
pelanggaran hak kekayaan intelektual, melanggar

. ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap
desain parsial dengan kompleksitas sedang;

87. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan

. keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain parsial dengan kompleksitas sedang;

88. menganalisis substansi berkaitan dengan definisi
Desain Industri terhadap desain berupa set produk
dengan kompleksitas sedang;

89. menganalisis substansi Desain Industri terkait
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, terdapat pelanggaran Hak Kekayaan
Intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas,
dan agama, terhadap desain berupa set produk
dengan kompleksitas sedang;

90. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputusan substantif Desain Industri terhadap

. desain berupa set produk dengan kompleksitas
sedang;

91. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
. keputusan substantif Desain Industri terhadap

desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
92. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan

keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain parsial dengan kompleksitas tinggi;

93. melakukan diskusi kelompok dalam pgmbuatan
keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain berupa set produk dengan kompleksitas
tinggi; dan

94. menyiapkan bahan dan f ata:u pemberian keterangan
dalam sidang Majelis Banding terhadap
permohonan dengan kompleksitas rendah.

'Pemeriksa Desain Industri Ahli Muda, meliputi:
1. mengumpulkan data dalam rangka pen5rusunan

Rencana Kerja Pemeriksaan;

b.
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2. menyusun Sasaran Kerja Pemeriksaan;
3. menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan;
4. meninjau ulang Sasaran Kerja Pemeriksaan;
5: meninjau ulang Rencana Kerja Pemeriksaan;
6. membuat daftar penerimaan Cokumen dari

Administrator oleh Ketua Kelompok;
7. membuat daftar penerimaan dokumen oleh

Pemeriksa;
8. menganalisis hasil klasifikasi;
9. membuat laporan persetujlran hasil klasifikasi;
10. menganalisis laporan hasil pemeriksaan kejelasan

dan kesatuan;
1 1. membuat surat untuk perbaikan kesatuan dan

kejelasan;
12. mempelajari tanggapan atas surat perbaikan

kesatuan dan kejelasan;
13. membuat laporan hasil pemeriksaan kejelasan dan

kesatuan setelah pelaksanaan komunikasi'
14. menentukan kata kunci penelusuran;
15. mencari data pembanding penelusuran internal;
16. mencari data pembanding penelusuran eksternal;
17. membuat laporan hasil penelusuran;
18. mengumpulkan data penelusuran;
19. mengelompokkan data penelusuran berdasarkan

karakteristik produk;
20. menganalisis data penelusuran;
21. menentukan data penelusuran yang relevan;
22. mernbuat persetujuan hasil penelusuran;

' 23. mendistribusikan dokumen berdasarkan tingkat
kompleksitas;

24. rnelakukan diskusi kelompok dalam pembuatan

. keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;

25. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif

. Desain Industri terhadap desain keseluruhan
dengan kompleksitas rendah;

26. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain parsial dengan kompleksitas rendah;

27 . membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain parsial dengan
kompleksitas rendah;

28. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain berupa set produk dengan kompleksitas
rendah;
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29. mernbuat persetujuan hasil perneriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain berupa set produk

' dengan kompleksitas rendah;
30. menganalisis substansi berkaitan dengan definisi

Desain Industri terhadap desain keseluruhan
' dengan kompleksitas sedang;

31. menganalisis substansi Desain Industri terkait
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, terdapat pelanggaran hak kekaydan
intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas,
dan agama, terhadap desain keseluruhan dengan
kompleksitas sedang;

32. menentukan kreasi utama (main pointl dari desain
keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

33. menentukan kreasi umum (common pointl dari
desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

34. menentukan kreasi yang berbeda (different pointl

dari desain keseluruhan dengan kompleksitas
sedang;

35. menentukan kemiripan berdasarkan data
pembanding terdekat dari desain keseluruhan' 
dengan kompleksitas sedang;

36. membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak
memenuhi persyaratan substantif Desain Industri
terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas
sedang;

37. memeriksa tanggapan hasil pemeriksdan atau
amandemen jika tidak memenuhi persyaratan
substantif Desain Industri terhadap desain
keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

38. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

39. membuat laporan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain keseluruhan
dengan kompleksitas sedang;

40. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain keseluruhan
dengan kompleksitas sedang;

41. membuat surat keputusan substantif Desain
Industri diberi atau ditolak terhadap desain
keseluruhan dengan kompleksitas sedang;

42.membuat surat penarikan kembali Desain Industri
terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas
sedang;
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43. menganalisis substansi berkaitan dengan definisi
Desain Industri terhadap desain parsial dengan
kompleksitas sedang;

44. menganalisis substansi Desain Industri terkait
' dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan
intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas,

' dan agama, terhadap desain parsial dengan
kompleksitas sedang;

45. menentukan kegunaan dan fungsi dari desain
parsial dengan kompleksitas sedang;

46. menentukan kreasi dari desain parsial dengan
kompleksitas sedang;

47 . rnenentukan lokasi, ukuran, atau area dari
penerapan bagian yang dimintakan perlindungan
dari desain parsial dengan kompleksitas sedang;

48. menentukan kemiripan berdasarkan data
pembanding terdekat dari desain parsial dengan
kompleksitas sedang;

49. membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak
memenuhi persyaratan substantif Desain Industri
terhadap desain parsial dengan kompleksitas
sedang;

50. memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau
amandemen jika tidak memenutri persyaratan
substantif Desain Industri terhadap desain parsial
dengan kompleksitas sedang;

51. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputusan substantif Desain Industri 'terhadap
desain parsial dengan kompleksitas sedang;

52. membuat laporan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain parsial dengan
kompleksitas sedang;

53. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain parsial dengan

. kompleksitas sedang;
54. membuat surat keputusan substantif , Desain

Industri diberi atau ditolak terhadap desain parsial

. dengan kompleksitas sedang;
55. membuat surat penarikan kembali Desain Industri

terhadap desain parsial dengan kompleksitas
sedang;

56. menganalisis substansi berkaitan dengan
Desain Industri terhadap desain berupa set

dengan kompleksitas sedang;

definisi
produk

57. menganalisis substansi Desain Industri terkait
dengan peraturan perundang-undangan yang
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berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan
intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas,
dan agama, terhadap desain berupa set produk
dengan kompleksitas sedang;

58. menentukan kreasi utama (main pointl dari desain
berupa set produk dengan kompleksitas sedang;

59. menentukan kreasi umum (cominon pointl dari
desain berupa set produk dengan kompleksitas
sedang;

60. menentukan kreasi yang berbeda (different point\
dari desain berupa set produk dengan kompleksitas
sedang;

61. menentukan kemiripan berdasarkan data
pembanding terdekat dari desain berupa set produk
dengan kompleksitas sedang;

62. membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak
memenuhi persyaratan substantif Desain Industri
terhadap desain berupa ' set produk dengan
kompleksitas sedang;

63. memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau
amandemen jika tidak memenuhi persyaratan

. substantif Desain Industri terhadap desain berupa
set produk dengan kompleksitas sedang;

64. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan

. keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain berupa set produk dengan kompleksitas
sedang;

65. membuat laporan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain berupa set produk
dengan kompleksitas sedang;

66. membuat persetujuan hasil pemeriksaan Substantif
Desain Industri terhadap desain berupa set produk
dengan kompleksitas sedang;

67 . membuat surat keputusan substantif Desain
Industri diberi atau ditolak terhadap desain berupa
set produk dengan kompleksitas sedang;

68. membuat surat penarikan kembali permohonan
. Desain Industri terhadap desain berupa set produk

dengan kompleksitas sedang;
69. menganalisis substansi berkaitan dengan definisi

. Desain Industri terhadap desain keseluruhan
dengan kompleksitas tinggi;

70. menganalisis substansi Desain Industri terkait
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan
intelektual, melanggar ketertiban umllm, moralitas,
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dan agama, terhadap desain keseluruhah dengan
kompleksitas tinggi;

71. menentukan kreasi utama (main pointl dari desain
keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

72. menentukan kreasi umum (common pointl dari
desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

73. menentukan kreasi yang berbeda (different pointl

. dari desain keseluruhan dengan kompleksitas
tinggi;

74. menentukan kemiripan berdasarkan data

. pembanding terdekat dari desain keseluruhan
dengan kompleksitas tinggi;

75. membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak
memenuhi persyaratan substantif Desain Industri
terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas
tinggi;

76. memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau
amandemen jika tidak memenuhi persyaratan
substantif Desain Industri terhadap desain
keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

77. mel,akukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

78. membuat laporan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain keseluruhan
dengan kompleksitas tinggi;

79. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain keseluruhan
dengan kompleksitas tinggi;

80. membuat surat keputusan substantif Desain
Industri diberi atau ditolak terhadap desain
keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

81. membuat surat penarikan kembali permohonan
Desain Industri terhadap desain keseluruhan
dengan kompleksitas tinggi;

82. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain parsial dengan kompleksitas tinggi;

83. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
' keputusan substantif Desain Industri terhadap

desain berupa set produk dengan kompleksitas
tinggi;

84. menganalisis hasil pemeriksaan substantif Desain
Industri dengan kompleksitas rendah ;

85. membahas bersama hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri dengan kompleksitas rendah;
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86. membuat laporan hasil evaluasi putusan
pemeriksaan substantif Desain Industri dengan
kompleksitas rend,ah;

87. menganalisis hasil pemeriksaan substantif Desain
Industri dengan kompleksitas sedang;

88. membahas bersama hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri dengan kompleksitas sedang;

89. membuat laporan hasil evaluasi putusan
pemeriksaan substantif Desain Industri dengan

. kompleksitas sedang;
90. memberikan keterangan sebagai saksi ahli Desain

Industri di kepolisian;
9.1. memberikan keterangan sebagai saksi ahli Desain

Industri di pengadilan; dan
92. menyiapkan bahan dan I atau pemberian keterangan

dalam sidang Majelis Banding terhadap
permohonan dengan kompleksitas sedang.

c. Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya, meliputi:
1. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan

Rencana Kerja Pemeriksaan;
2. menyusun Sasaran Kerja Pemeriksaan;
3. menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan;
4. meninjau ulang Sasaran Kerja Pemeriksaan;
5. meninjau ulang Rencana Kerja Pemeriksaan;
6. membuat daftar penerimaan dokumen dari

Administrator oleh Ketua Kelompok;
7. membuat daftar penerimaan dokumen oleh
. Pemeriksa;

8. menganalisis laporan hasil pemeriksaan kejelasan
dan kesatuan;

9. membuat surat untuk perbaikan kesatuan dan
kejelasan;

10. membuat persetujuan hasil penelusuran;
1 1. mengelompokkan dokumen permohonan sesuai

tingkat kompleksitas;
12. mendistribusikan dokumen berdasarkan tingkat

kompleksitas;
13. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan

keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;

14. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain keseluruhan
dengan kompleksitas rendah;

15. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain parsial dengan kompleksitas rendah;
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16. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain parsial dengan
kompleksitas rendah;

17. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain berupa set produk dengan kompleksitas
rendah;

18. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain berupa set produk
dengan kompleksitas rendah;

19. melakukan diskusi kelompok dalam pernbuatan
' keputusan substantif Desain Industri terhadap

desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;
20. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif
' Desain Industri terhadap desain keseluruhan

dengan kompleksitas sedang;
21. menentukan kegunaan dan fungsi dari desain

parsial dengan kompleksitas sedang;
22. menentukan kreasi dari desain parsial dengan

kompleksitas sedang;
23. menentukan lokasi, ukuran, atau area dari

penerapan bagian yang dimintakan perlindungan
dari desain parsial dengan kompleksitas sedang;

24. menentukan kemiripan berdasarkan data
pembanding terdekat dari desain parsial dengan
kompleksitas sedang;

25. membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak
memenuhi persyaratan substantif Desain Industri
terhadap desain parsial dengan kompleksitas
sedang;

26. memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau
amandemen jika tidak memenuhi persyaratan
substantif Desain Industri terhadap desain parsial
d.engan kompleksitas sedang ;

27. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputusan substantif Desain Industri 'terhadap
desain parsial dengan kompleksitas sedang;

28. membuat laporan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain parsial dengan
kompleksitas sedang;

29. rrrembuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain parsial dengan

. kompleksitas sedang;
30. membuat surat keputusan substantif Desain

Industri diberi atau ditolak terhadap desain parsial
dengan kompleksitas sedang;
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31. membuat surat penarikan kembali permohonan
Desain Industri terhadap desain parsial dengan
kompleksitas sedang;

32. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain berupa set produk dengan kompleksitas
sedang;

33. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain berupa set produk
dengan kompleksitas sedang;

34. menganalisis substansi berkaitan dengan definisi
Desain Industri terhadap desain keseluruhan
dengan kompleksitas tinggi;

35. menganalisis substansi Desain Industri terkait
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan

' intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas,
dan agama, terhadap desain keseluruhan dengan
kompleksitas tinggi;

36. menentukan kreasi utama (main pointl dari deshin
keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

37. menentukan kreasi umum (common pointl dari
desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

38. menentukan kreasi yang berbeda (different point)
dari desain keseluruhan dengan kompleksitas
tinggi;

39. menentukan kemiripan berdasarkan data
pembanding terdekat dari desain keseluruhan
dengan kompleksitas tinggi;

40. membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak
memenuhi persyaratan substantif Desain Industri
terhadap,desain keseluruhan dengan kompleksitas

' tinggi;
41. memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau

amandemen jika tidak memenuhi persyaratan
substantif Desain Industri terhadap desain
keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

42. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;

43. membuat laporan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain keseluruhan
dengan kompleksitas tinggi;

44. mernbuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif

. Desain Industri terhadap desain keseluruhan
dengan kompleksitas tinggi;
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45. membuat surat keputusan substantif Desain
Industri diberi atau ditolak terhadap desain

' keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
46. membuat surat penarikan kembali permohonan

Desain Industri terhadap desain keseluruhan
dengan kompleksitas tinggi;

47 . menganalisis substansi berkaitan dengan definisi
Desain Industri terhadap desain parsial dengan
kompleksitas tinggi;

48. menganalisis substansi Desain Industri terkait
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan
intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas,
dan agama, terhadap desarn parsial dengan

. kompleksitas tinggi;
49. menentukan kegunaan dan fungsi dari desain

parsial dengan kompleksitas tinggi;
50. menentukan kreasi dari desain parsial dengan
' kompleksitas tinggi;

51. menentukan lokasi, ukuran, atau area dari
penerapan bagian yang dimintakan perlindungan
dari desain parsial dengan kompleksitas tinggi;

52. menentukan kemiripan berdasarkan data
pembanding terdekat dari desain pa5sial dengan
kompleksitas tinggi;

53. membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak
memenuhi persyaratan substantif Desain Industri
terhadap desain parsial dengan kompleksitas tinggi;

54. memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau
amandemen jika tidak memenuhi persyaratan

. substantif Desain Industri terhadap desain parsial
dengan kompleksitas tinggi;

55. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan

. keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain parsial dengan kompleksitas tinggi;

56. membuat laporan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain parsial dengan
kompleksitas tinggi;

57. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain parsial dengan
kompleksitas tinggi;

58. membuat surat keputusan substantif Desain
Industri diberi atau ditolak terhadap desain parsial
dengan kompleksitas tinggi;

59. membuat surat penarikan kembali permohonan
Desain Industri terhadap desain parsial dengan

. kompleksitas tinggi;
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60. menganalisis substansi berkaitan dengan definisi
Desain Industri terhadap desain berupa set produk
dengan kompleksitas tinggi;

61 . menganalisis substansi Desain Industri terkait
' dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan
intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas,
dan agama, terhadap desain berupa set produk
dengan kompleksitas tinggi;

62. menentukan kreasi utama (main pointl dari desain
berupa set produk dengan kompleksitas tinggi;

63. menentukan kreasi umum (common pointl dari
desain berupa set produk dengan kompleksitas
tinggi;

64. menentukan kreasi yang berbeda (different pointl
dari desain berupa set produk dengan kompleksitas

. tinggi;
65. menentukan kemiripan berdasarkan data

pembanding terdekat dari desain berupa set produk

. dengan kompleksitas tinggi;
66. membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak

memenuhi persyaratan substantif Desain Industri
terhadap desain berupa set produk dengan
kompleksitas tinggi;

67. memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau
amandemen jika tidak memenuhi persyaratan
substantif Desain Industri terhadap desain berupa
set produk dengan kompleksitas tinggi;

68. melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain berupa set produk dengan kompleksitas
tinggi;

69. membuat laporan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain berupa set produk
dengan kompleksitas tinggi;

70. membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain berupa set'produk
dengan kompleksitas tinggi;

71. membuat surat keputusan substantif Desain
Industri diberi atau ditolak terhadap berupa set
produk dengan kompleksitas tinggi;

72. mernbuat surat penarikan kembali permohonan
Desain Industri terhadap desain berupa set produk
dengan kompleksitas tinggi;

73. menganalisis hasil pemeriksaan substantif Desain
Industri dengan kompleksitas sedang;
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74. membahas bersama hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri dengan kompleksitas sedang;

75. membuat laporan hasil evaluasi putusan
pemeriksaan substantif Desain Industri dengan
kompleksitas sedang;

76. menganalisis hasil pemeriksaan substantif Desain
Industri dengan kompleksitas tinggi;

77 . membahas bersama hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri dengan kompleksitas tinggi;

78. membuat laporan hasil evaluasi putusan
pemeriksaan substantif Desain Industri dengan
kompleksitas tinggi;

79. memberikan keterangan sebagai saksi ahli Desain
Industri di kepolisian;

80. memberikan keterangan sebagai saksi ahli Desain
Industri di pengadilan;

81. mengikuti sidang Majelis Banding sebagai anggota;
82. mengikuti sidang Majelis Banding sebagai

. pimpinan;
83. menyiapkan bahan dan latau pemberian ketel'angan

dalam sidang Majelis Banding terhadap

. permohonan dengan kompleksitas tinggi;
84. menganalisis data pembanding tambahan pihak

yang mengajukan keberatan dalam hal pemeriksaan
banding;

85. melaksanakan hearing dalam hal pemeriksaan
banding;

86. membuat laporan hasil putusan substantif banding
dalam hal pemeriksaan banditg;

87. mengumpulkan data hasii putusan pemeriksaan
dalam hal pengawasan teknis;

88. menganalisis data hasil putusan pemeriksaan
dalam hal pemeriksaan banditg;

89. membuat rekomendasi hasil analisis terhadap
. putusan pemeriksaan dalam hal pemeriksaan

banding; .

90. mengumpulkan data kajian pemeriksaan dalam hal
. pengembangan teknik;

9 1. membuat kertas kerja kajian pemeriksaan dalam
hal pengembangan teknis;

92. menganalisis hasil kajian pemeriksaan dalam hal
pengembangan teknis;

93. membuat rekomendasi pengembanga4 teknis
pemeriksaan;

94. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Desain
Industri sebagai koordinator kelompok;
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95. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Desain
Industri sebagai penguji calon Pemeriksa Desain
Industri;

96. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Desain

. Industri sebagai penguji penjenjangan Jabatan
Fungsional Pemeriksa Desain Industri;

97. mela.ksanakan tugas internalisasi di bidang Desain
Industri sebagai pelaksana harian;

9b. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Desain
Industri sebagai penyuluh/ pemberi keterangan
dalam kegiatan kehumasan Ditjen HKI; dan

99. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Desain
Industri sebagai penasehat/tenaga ahli di lembaga-
lembaga penelitian atau pengembangan, kajian, dan
klinik Hak Kekayaan Intelektual di bidang Desain
Industri.

Pemeriksa Desain Industri yang melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka
Kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013.
Pemeriksa Desain Industri yang melaksanakan kegiatan
pengembangan profesi dan penunjang tugas Pemeriksa
Desain Industri diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana
tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 20 13.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pemeriksa
Desain Industri yang sesuai dengan jenjang jabatannya
untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) maka Pemeriksa Desain Industri lain
yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di
bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan
tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari
pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Pemeriksa Desain Industri yang melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai tugas
tambahan.

(3)

(1)

(21
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Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai
berikut:
a. Pemeriksa Desain Industri yang melaksanakan kegiatan I

(satu) tingkat di bawah jenjang jabatanny&, Angka Kredit
yang diperoleh ditetapkan sebesar IOOo/o (seratus persen)

dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana
tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013.

b. Pemeriksa Desain Industri yang melaksanakan kegiata4 I
(satu) tingkat di atas jenjang jabatanry&, Angka Kredit
yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh
persen) dari Angka Kredit setiap butir 'kegiatan,

sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2OI3.

Pasal 1 1

Pada awal tahun, setiap Pemeriksa Desain Industri wajib
men5rusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan
dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pemeriksa Desain
Industri, sesuai dengan jenjang jabatannya.
SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.
Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan
ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 12

Pejabat y1ng berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional
Pemeriksa Desain Industri yaitu pejabat yang berwenang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(4\
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Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 13

PNS yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional
Pemeriksa Desain Industri harus memenuhi syarat:
a. berrjazah paling rendah Sarlana (S 1) bidang seni rupa,

.desain, danf atau teknik atau kualifikasi pendidikan
lain yang ditentukan oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda,
golongan ruang III la; dan

c. nilai prestasi keda paling kurang bernilai baik dalam 1

(satu) tahun terakhir.
Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan
formasi dari Calon PNS

Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa
Desain Industri setelah diangkat sebagai PNS paling
lambat 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan
Fungsional Pemeriksa Desain Industri.
PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan
Fungsional Pemeriksa Desain Industri, harus mengikuti
dan lulus diklat fungsional di bidang Pemeriksaan Desain
Industri.
PNS yang belum mengikuti dan lulus diklat fungsional di
bidang Pemeriksaan Desain Industri paling lama 3 (tiga)

tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberhentikan
dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri.
Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain
Industri bagi PNS yang belum mengikuti dan lulus diklat
fungsional di bidang Pemeriksaan Desain Industri
sebagaimana dimaksud pad a ayat (5), dikecualikan apabila
bukan merupakan kesalahan PNS yang bersangkutan.
Keputusan pengangkatan pertarna kali dalam Jabatan
Fungsional Pemeriksa Desain Industri dibuat menurut
contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bersama ini.

(21

(3)

(41

(5)

(6)

(71
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Bagian Ketiga
Pengangkatan Dari Jabatan Lain

Pasal 14

Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan
Fungsional Pemeriksa Desain Industri harus memenuhi
syarat:
a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);

b. memiliki pengalaman di bidang Pemeriksaan Desain
Jndustri paling singkat 2 (dua) tahun;

c. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang
Pemeriksaan Desain Industri;

d. b.erusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
e. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa

Desain Industri.
Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sama dengan pangkat yang dimiliki, dan
jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengaT jumlah
Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit.
Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pad a ayat (2)

ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
Keputusan pengangkatan dari jabatan lain ke dalam
Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bersama ini.

BAB VI
PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 15

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit,
setiap Pemeriksa Desain Industri wajib meniatat dan
menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar
Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) harus diusulkan
paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 16

( 1) Bahan penilaian Angka Kredit Pemeriksa Desain Industri
disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah
pejabat eselon III yang bertanggungiawab di bidang
kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Pemeriksa

(2)

(3)

(4)

(1)

(21
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Desain Industri yang bersangkutan kepada pejabat yang
berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit.
Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka
Kredit Pemeriksa Desain Industri menyampaikan usul
penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit.
Usul penetapan Angka Kredit untuk Pemeriksa Desain
Industri dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III-A sampai dengan Lampiran
III-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bersama ini.
Setiap usul penetapan Angka Kredit Pemeriksa Desain
Industri harus dilampiri dengan:
a. Surat pernyataan mengikuti pendidikan, dibuat

menurut contoh formulir sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV;

b. Surat pernyataan melakukan kegiatan perencanaan
pemeriksaan dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;

c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pemeriksaan
pendahuluan dibuat menurut contoh ' formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;

d. Surat pernyataan melakukan kegiatan pemeriksaan
substantif dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;

e. Surat pernyataan melakukan kegiatan evaluasi hasil
pemeriksaan substantif dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;

f. Surat pernyataan melakukan kegiatan rekomendasi
tindak lanjut hasil pemeriksaan dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;

g. Surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan
tugas internalisasi di bidang Desain Industri dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tercantum
dalam Lampiran X;

h. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan
profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XI; dan f atau

i. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang
tugas Pemeriksa Desain Industri dibuat menurut
contoh formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XII;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bersama ini.

(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

harus disertai dengan bukti fisik.

(4)



-30-

Pasal 17

(1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain
Industri yang dinilai dalam pemberian Angka Kreditnya,
terdiri dari:
a. Unsur utama; dan
b. Unsur penunjang.

(2) Unsur utama, terdiri dari:
a. Pendidikan, meliputi:

1. pendidikan sekolah dan memperoleh rjazahlgelar;
2 

3::li' ;:ff;:?:l'{ "S:, ii'ff1i":::"il"T,1H:
dan Pelatihan (STTPP) atau sertrfikat; dan

3. Diklat Prajabatan.
b. Pemeriksaan Permohonan Desain Industri, meliputi:

1. perencanaan pemeriksaan;
2. pemeriksaan pendahuluan;
3. pemeriksaan substantif;
4. evaluasi hasil pemeriksaan substantif;
5. rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
6. pelaksanaan tugas internalisasi di bidang Desain

lndustri.
c. Pengembangan profesi, meliputi:

1 . penyusunan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang
Desain Industri;

2. penerjemah anlpenyaduran buku danlatau karya
ilmiah di bidang Desain Industri; dan

3. penyusunan buku pedomanlketentuan
pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Desain

. Industri.
d. Penunjang tugas Pemeriksa Desain Industri, meliputi:

1 . pengajar/ pelatih pada diklat fungsional lteknis di
bidang Desain Industri;

2. peserta dalam seminar/lokakaryalkonferensi di
bidang Desain Industri;

3. keanggotaan dalam Organisasi Profesi;
4. keanggotaan Tim Penilai;
5. perolehan penghargaanltanda jasa; dan
6. perolehan gelar lijazah kesarjanaan lainnyi.

(3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d merupakan kegiat4n yang mendukung
pelaksanaan tugas pokok Pemeriksa Desain Industri.

(41 Rincian kegiatan Pemeriksa Desain Industri dan Angka
Kredit masing-masing unsur sebagaimana tercantum pada
Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 2013.
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(1)

(21

(3)

(1)
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Pasal l8

Setiap usul penetapan Angka Kredit Pemeriksa Desain
Indubtri harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai
berdasarkan rincian kegiatan dan Angka Kredit
sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013.
Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan angka
kreditnya.
Penetapan Angka Kredit yang telah ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang menetapkan Angka Kredit tidak dapat
diajukan keberatan oleh Pemeriksa Desain Industri yang
bersangkutan.

Pasal 19

Penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional
Pemeriksa Desain Industri dilakukan paling kurang 1

(satu) kali dalam setahun.
Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat
Pemeriksa Desain Industri dilakukan paling kurang 2

(dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum
periode kenaikan pallgkat PNS dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Untuk kenaikan pangkat periode April Angka Kredit

ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun
yang bersangkutan

b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang
bersangkutan.

Pasal 20

Penetapan Angka Kredit Pemeriksa Desain Industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit,
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
Asli penetapan Angka Kredit disarnpaikan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara dan tembusannya
disampaikan kepada:
a. Pemeriksa Desain Industri yang bersangkutarr;
b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

(21
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c. Kepala Biro lBagran Kepegawaian; dan
d. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

BAB VII
PBJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KRBDIT,

TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MBNGUSULI(AN
PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Krqdit

Pasal 2 1

Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit:
a. Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan

intelektual bagi Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya,
pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan
'pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IY lc;
dan

b. Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan Desain
Industri bagi Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a sampai
dengan Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang IV la.

Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian,
pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, harus
membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada
Kepala Badan Kepegawaian Negara
Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang
rnenetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat
yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua
Tim Penilai

Pasal 22

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat ( 1) dalam
menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
a. Tim Penilai bagi Pejabat Eselon I yang membidangi hak

kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut Tim
Penilai Direktorat Jenderal

b. Tim Penilai bagi Pejabat Eselon II yang membidangi
permohonan Desain Industri yang selanjutnya disebut
Tim Penilai Direktorat.

(2)

(3)
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(2) Pembentukan dan susunan keanggotan Tim Penilai
ditetapkan oleh:
a. Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan

intelektual untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal; dan
b. Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan Desain

Industri untuk Tim Penilai Direktorat.

Pasal 23

(1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi
permohonan Desain Industri, unsur kepegawaian, dan
Pemeriksa Desain Industri.

(21 Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
a. seorang Ketua merangkap Anggota dari unsur teknis'
b. seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;
c. seorang Sekretaris merangkap Anggota; dan
d. Anggota paling kurang 4 (empat) orang.

(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,

harus berasal dari unsur kepegawaian.
(4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,

paling kurang 2 (dua) orang berasal dari Pemeriksa Desain
Industri.

(5) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat
(41 tidak dapat dipenuhi dari Pemeriksa Desain Industri,
maka Anggota dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki
kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Desain
Industri.

(6) Syarat untuk menjadi Anggota, yaitu:
a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama

dengan jabatan/ pangkat Perneriksa Desain Industri
yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi
kerja Pemeriksa Desain Industri; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian.
(7) Masa jabatan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
masa jabatan berikutnya.

(8) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan
secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang
waktu 1 (satu) masa jabatan.

(9) Dalam hal terdapat Anggota yang dinilai, Ketua dapat
mengangkat Anggota pengganti.

(10) Dalam hal terdapat Anggota yang pensiun atau
berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua
mengusulkan penggantian Anggota secara definitif sesuai
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masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang
menetapkan Tim Penilai.

(11) Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku
Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa
Desain Industri.

Pasal 24

Tugas pokok Tim Penilai Direktorat Jenderal, yaitu:
a. membantu Pejabat Eselon I yang membidangi hak

kekayaan intelektual dalam menetapkan Angka Kredit
Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya, pangkat
Pembina Tingkat I, golongan ruang IV lb d"{t pangkat
Pembina Utama Muda, golongan ruanglY lc; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan
intelektual yang berhubungan dengan penetapan
Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Tugas pokok Tim Penilai Direktorat, yaitu:
a. membantu Pejabat Eselon II yang membidangi

permohonan Desain Industri dalam menetapkan Angka
Kredit Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a sampai
dengan Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang IY la; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan Deshin
Industri yang berhubungan dengan penetapan Angka
Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 25

Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan
tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin
oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di
bidang kepegawaian.
Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat
yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

Pasal 26

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dapat
membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para
ahli baik yang berkedudukan sebagai PNS atau bukan PNS

yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlu.kan.

(21

(1)

(2)
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Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat
kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian
atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang
memerlukan keahlian tertentu.
Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab
kepada Ketua Tim Penilai.
Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila
terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang
memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud
pada. ayat (21.

Bagian Ketiga
Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 27

Pejabat yang mengusulkan penetapan Angka Kredit, yaitu:
(1) Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan Desain

Industri kepada Pejabat Eselon I yang membidangi hak
kekayaan intelektual untuk Angka Kredit Pemeriksa
Desain Industri Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV lb dan pangkat Pernbina Utama Muda,
golongan ruanglV lc; dan

(2) Pejdbat Eselon III yang membidangi kepegawaian di
lingkungan unit yang membidangi permohonan Desain
Industri kepada Pejabat Eselon II yang membidangi
perm'ohonan Desain Industri untuk Angka Kredit
Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang III I a sampai dengan Pemeriksa
Desain Industri Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan
ruang IY la.

BAB VIII
PENBTAPAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN JABATAN DAN

PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu
Penetapan Angka Kredit

Pasal 28

Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

ayat (21 digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan
kenaikan jabatan danlatau kenaikan pangkat Pemeriksa
Desain Industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)

(41
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Pasal 29

Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus
dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan
kenaikan jabatan lpangkat Pemeriksa Desain Industri,
untuk:
a. Pemeriksa Desain Industri dengan pendidikan Sarjana

(S 1) sebagaimana tercantum pada Lampiran II
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
'dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2013.

b. Pemeriksa Desain Industri dengan pendidikan Magister
(S2) sebagaimana tercantum pada Lampiran III
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2OLg.
c. Pemeriksa Desain Industri dengan pendidikan Doktor

(S3) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2013.

Jumlah Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), yaitu:
a. paling rendah 8Oo/o (delapan puluh persen) Angka

Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub
unsur pendidikan formal; dan

b. paling tinggi 2oa/o (dua puluh persen) Angka Kredit
berasal dari unsur penunjang.

Pasal 30

( 1) Pemeriksa Desain Industri yang secara bersama-sarna
membuat Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang Desain
Industri, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai

berikut:
a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka

pembagian Angka Kredit yaitu 600/o (enam puluh
persen) bagi penulis utama dan 4Oo/o (empat puluh
persen) untuk penulis pembantu;

b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka
pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen)

bagi penulis utama dan masing-masing 25o/o (dua
puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan

c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka
p'embagian Angka Kredit yaitu 4oo/o (empat puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masing 2Oo/o

(dua puluh persen) untuk penulis pembantu.

(21
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Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.
Pedoman pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleir Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi
Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri.

Bagian Kedua
Kenaikan Jabatan

Pasal 3 I

Kenaikan jabatan Pemeriksa Desain Industri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28, dapat dipertimbangkan apabila:
a. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan;
b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1

(satu) tahun terakhir; dan
d. tersedia formasi Pemeriksa Desain Industri.
Kenaikan jabatan Pemeriksa Desain Industri ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Keputusan kenaikan jabatan dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bersama ini.

Pasal 32

Pemeriksa Desain Industri yang akan naik jabatan harus
mengikuti dan lulus uji kompetensi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain
Industri.

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat

Pasal 33

(1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,
dapat dipertimbangkan apabila:
a. metnenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan

untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
b. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

dan

(1)

(21

(3)

(1)

(21
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c. nilai prestasi keda paling kurang bernilai baik dalam 1

(satu) tahun terakhir.
Kenaikan pangkat Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya,
pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi
Pembina Utama Muda, golongan ruang IY lc, ditetapkan
dengan Keputusan Presiden setelah mendapat
pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Kenaikan pangkat Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III lb, sampai
dengan untuk menjadi Pemeriksa Desain Industri Ahli
Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV lb,
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan teknis Kepala
Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 34

Pemeriksa Desain Industri yang telah memiliki Angka
Kredit melebihi Angka Kredit yang telah ditentukan untuk
kenaikan jabatan dan/atau pangkat, kelebih4n Angka
Kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan
dan I atau pangkat berikutnya.
Kenaikan pangkat bagi Pemeriksa Desain Industri dalam
jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan
apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 35

Pemqriksa Desain Industri yang pada tahun pertama telah
memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan
untuk kenaikan jabatan dan latau pangkat dalam masa
jabatan danlatau pangkat yang didudukinya, pada tahun
kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling
kurang 2ooh (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah
Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan
danlatau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari
kegiatan Pemeriksaan Permohonan Desain Industri.
Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama, pangkat Penata
Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik
jabatan dan pangkat menjadi Pemeriksa Desain Industri
Ahli Muda pangkat Penata, golongan ruang IIIIc, Angka
Kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) berasal dari
sub unsur pengembangan profesi.

(3)

(1)

(21

(1)

(21
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Pemeriksa Desain Industri Ahli Muda, pangkat Penata,
golongan ruang III I c yang akan naik pangkat menjadi
Penata Tingkat I, golongan ruang lll I d, Angka Kredit yang
disyaratkan paling kurang 4 (empat) berasal dari sub
unsur pengembangan profesi
Pemeriksa Desain Industri Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik japatan dan
pangkat menjadi Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya
pangkat Pembina, golongan rllan g IV la, Angka Kredit yang
disyaratkan paling kurang 6 (enam) berasal dari sub unsur
pengembangan profesi.
Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya, pangkat Pembina,
golongan ruang lV la yang akan naik pangkat menjadi
Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, Angka Kredit
yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) berasal dari
sub unsur pengembangan profesi.
Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya, pangkat Pembina
Tingkat I, golongan ruang lVlb yang akan naik pangkat
menjadi Pembina Utama Muda, golongan .ruang IY f c,

Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 10 (sepuluh)
berasal dari sub Llnsur pengembangan profesi
Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya, pangkat Pembina
Utama, golongan ruang IY lc, setiap tahr,rn sejak
menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling
kurang 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan
Pemeriksaan Permohonan Desain Industri
pengembangan profesi.

dan

(4)

(s)

(6)

(71

BAB IX
FORMASI

Pasal 36

(1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 13

ayat (1), pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional
Pemeriksa Desain Industri dilaksanakan sesuai dengan
formasi yang ditetapkan oleh Menteri yang
bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur
negara setelah mendapat pertimbangan tertulis Kepala
Badan Kepegawaian Negara;

(21 Penetapan formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain
Industri didasarkan pada indikator, antara lain:
4. jumlah permohonan pendaftaran Desain Industri;
b. ruang lingkup pemeriksaan; dan
c. tingkat kompleksitas dan karakteristik jenis pekedaan.
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(3) Formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur sebagai
berikut:
a. Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama, paling banyak

30 orang;
b. Pemeriksa Desain Industri

25 orang; dan
c. Pemeriksa Desain Industri

20 orang.

Ahli Muda, paling banyak

Ahli Madya, paling banyak

(1)

PEMBEBASAN SEMENffi :'ENURUNAN JABATAN,
PENGANGKATAN KEMBALI. DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara

Pasal 37

Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama pangkat Penata
Muda golongan ruang III I a sampai dengan Pemeriksa
Desain Industri Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV lb, dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka
Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi
Pemeriksa Desain Industri yang jabatannya lebih rendah
dari pangkat yang dimiliki.
Contoh:
Sdr. Rizki Harit Maulan?, S.Ds, pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV lb, jabatan Kepala Sub Direktorat
Pemeriksaan Desain Industri terhitung mulai tanggal 1

Oktober 2012, yang bersangkutan dipindahkan ke dalam
Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri Ahli Muda
terhitung mulai tanggal 1 Maret 2OI4 dengan Angka Kredit
sebesar 260, mengingat jabatan Sdr. Rizki Harit Maulana,
S.Ds, lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka
apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam Jabatan
Fungsional Pemeriksa Desain Industri Ahli Muda yaitu I
Maret 2OI4 sampai dengan 28 Februari 2OI9 tidak dapat
memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat
lebih tinggi yaitu 260 ke Angka Kredit 400, maka yang
bersangkutan terhitung mulai 28 Februari 2019
dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa
Desain Industri Ahli Muda.
Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama pangkat Penata
Muda golongan ruang lll I a sampai dengan Pemeriksa
Desain Industri Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/ b, dibebaskan sementara dari

(2)
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jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka
Kreilit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi bagi Pemeriksa Desain Industri yang akan
mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat
dalam jabatan terakhir.
Contoh:
Sdr. Fatchurrohman, ST, pangkat Penata, golongan ruang
Ill I c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2OI3, yang
bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional
Pemeriksa Desain Industri Ahli Muda terhitu.ng mulai
tanggal 1 April 2Ol4 dengan Angka Kredit sebesar 2IO,
apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat
dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri Ahli
Muda yaitu 1 April 2OI4 sampai dengan 31 Maret 2OI9
tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi
menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan
Angka Kredit 300, maka yang bersangkutan terhitung
mulai tanggal 31 Maret 2OI9 dibebaskan sementara dari
Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri Ahli Muda.
Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama pangkat Penata
Muda golongan ruang III I a sampai dengan Pemeriksa
Desain Industri Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang lV lb, dibebaskan sementara d.ari
jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka
Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat' setingkat
lebih tinggi bagi Pemeriksa Desain Industri yang pernah
mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam
jabatan terakhir.
Contoh:
Sdri. Ruslinda, SS, M.Si, Jabatan Pemeriksa Desain
Industri Ahli Madya, pangkat Pembina, golongarr ruang
IV f a, terhitung mulai tanggal 1 April 2OI4. Yang
bersangkutan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi
Pembina Tingkat I, golongan ruang lV lb terhitung mulai
tanggal 1 Oktober 2017 dengan Angka Kredit sebesar 552,
apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat
dalam pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IVlb
yaitu 1 Oktober 2OL7 sampai dengan 30 September 2022
tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratltan
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi
Pembina Utama Muda, golongan ruang IY lc dengan Angka
Kredit 700, maka yang bersangkutan terhitung mulai
tanggal 30 September 2022 dibebaskan sementara dari
Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya.
Pemeriksa Desain Industri Ahli Madya pangkat Pembina
Utama Muda, golongan ruanglV lc, dibebaskan sementara

(4)
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dari jabatanoyo, apabila setiap tahun sejak menduduki
pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20
(dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan Pemeriksaan
Permohonan Desain Industri dan pengembangan profesi.
Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1), ayat (21 , ayat (3), dan ayat (4) Pemeriksa
Desain Industri dibebaskan sementara dari jabatanny&,
apabila:
a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional

Pemeriksa Desain Industri;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali

untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
Pembebasan sementara Pemeriksa Desain ' Industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, ayat (3), dan
ayat (4) didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas
waktu pembebasan sementara, dengan menggunakan
contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bersama ini.
Keputusan pembebasan sementara dari Jabatan
Fungsional Pemeriksa Desain Industri dibuat menurut
contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan
Bersama ini.

Bagian Kedua
Penurunan Jabatan

Pasal 38

Pemeriksa Desain Industri yang dijatuhi hukuman disiplin
tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka
penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan
tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan
jabatan yang baru.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali

Pasal 39

(1) Pemeriksa Desain Industri yang dibebaskan sementara
karena:

(6)

(71
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a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak
dapat memenuhi Angka Kredit untuk 'kenaikan

jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Desain
Industri yang jabatannya lebih rendah dari pangkat
yang dimiliki;

b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak
dapat memenuhi Angka Kredit yang . disyaratkan
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi

. Pemeriksa Desain Industri yang akan mendapatkan
kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam
jabatan terakhir;

c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak
dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi
Pemeriksa Desain Industri yang pernah mendapatkan
kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan
terakhir; dan

d. setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat
memenuhi paling kurang 20 (dua puluh lima) Angka
Kredit dari kegiatan Pemeriksaan Permohonan Desain
Industri dan pengembangan profesi bagi Pemeriksa
Desain Industri Ahli Madya, pangkat Pembina Utama
Muda, golongan ruang IV/c.

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa
Desain Industri, apabila paling lama dalam waktu I (satu)
tahun telah memenuhi Angka Kredit yang ditentukan.
Pemeriksa Desain Industri yang dibebaskan sementara
karena diberhentikan sementara dari jabatan negeri, dapat
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa
Desain Industri apabila pemeriksaan oleh yang berwajib
telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata
bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
Pemeriksa Desain Industri yang dibebaskan Sementara
karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan
Fungsional Pemeriksa Desain Industri dapat diangkat
kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain
Ihdustri apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh
empat) tahun
Pemeriksa Desain Industri yang dibebaskan sementara
karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa
Desain Industri apabila telah selesai menjalani cuti di luar
tanggungan negara.
Pemeriksa Desain Industri yang dibebaskan sementara
karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan,
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa

(3)

(4)

(s)
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Desain Industri apabila telah selesai menjalani tugas
belajar.

(6) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan
Fungsional Pemeriksa Desain Industri dibuat' menurut
contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bersama ini.

Pasal 40

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa
Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3)

dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima
oleh pejabat yang berwenang paling kurang 6 (enam) bulan
sebelum mencapai batas usia yang dipersyaratkan.

Pasal 4 1

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional
Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pemeriksa Desain Industri yang diangkat kembali ke dalam

Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1)

rrienggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan
ditambah dengan Angka Kredit dari kegiatan Pemeriksaan
Permohonan Desain Industri yang diperoleh selama dalam
pembebasan sementara;

b. Pemeriksa Desain Industri yang diangkat kembali ke dalam
Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan ayat (4)

menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki; dan
c. Pemeriksa Desain Industri yang diangkat kembali ke dalam

Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dan ayat (5)

menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan
dapat ditambah Angka Kredit dari kegiatan pengdmbangan
profesi

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 42

(1) Pemeriksa Desain Industri diberhentikan dari jabatanny&,
apabila:
a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan

sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (1), tidak dapat memenuhi Angka

Pemeriksa
Pasal 39
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Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan
setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Desain Industri
yang jabatannya lebih renciah dari pangkat yang
dimiliki.

b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (21, tidak dapat memenuhi Angka
Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Desain Industri
yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama
sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (3), tidak dapat memenuhi Angka
Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Desain Industri
yhng pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak
diangkat dalam jabatan terakhir.

d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskarr
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (4) tidak dapat memenuhi Angka
Kredit yang disyaratkan

e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali
hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih
rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam
rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

(21 Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional
Pemgriksa Desain Industri dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bersama ini.

Pasal 43

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan
kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional
Pemeriksa Desain Industri ditetapkan oleh Pejabat yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYESUAIAN I IN PASS//VG

Pasal 44

(1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2OI3, telah dan
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masih melaksanakan tugas di bidang Pemeriksaan
Permohonan Desain Industri berdasarkan keputusan
pejabat yang berwen?og, dapat disesuaikan ldiinpassing
dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri.
PNS yang disesuaikan ldiinpassfng sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berrjazah paling rendah Sarjana (Sl);
b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang

III / a;

c. memiliki pengalaman di bidang Pemeriksaan
Permohonan Desain Industri paling singkat 1 (satu)' tahun;

d. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1

(satu) tahun terakhir; dan
e. rnemperhatikan formasi jabatan.
Angka Kredit kumulatif untuk penyesuaianlinpassing
dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri,
sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013.
Angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum pada
Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 2OI3 hanya berlaku sekali selama masa
penyesuaian I inpassing.
Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/ inpassing
ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.

(6) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk
penyesuaian/ inpassing sebagaimana tercantum pada
Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 2OI3 dihitung dalam pembulatan kebawah,
yaitu:
a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu)

tahun;

(3)

(4)

(s)

b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang
tahun, dihitung 1 (satu) tahun;

c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang
tahun, dihitung 2 (dua) tahun;

d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat)

tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.

(71 Penyesuaianf inpassing dalam Jabatan Fungsional
Pemeriksa Desain Industri, ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang sesuai peraturan perundang-undangan dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam

dari 2 (dua)

dari 3 (tiga)
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Lar4piran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bersama ini.

(8) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan
jumlah PNS yang akan disesuaikan ldiinpassing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan
penyesuaian I inpassing harus mempertimbangkan formasi
jabatan.

Pasal 45

Penyesuaian linpassing dalam Jabatan Fungsional Desain
Industri, ditetapkan paling lambat tanggal 2 Januari 2015.
PNS yang dalam masa penyesuaian linpassing telah dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum
disesualkanldiinpassing dalam Jabatan Fungsional
Pemeriksa Desain lndustri terlebih dahulu
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam
penyesuaian linpassing telah mempergunakan pangkat
terakhir.

(3) PNS yang telah disesuaikan ldiinpassing dalam Jabatan
Fungsional Desain Industri untuk
jabatan / pangkat setingkat lebih tinggi

(1)

(21

kenaikan
harus

menggunakan Angka Kredit yang ditentr-rkan, serta
memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Ketentuan teknis Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 47

Ketentuan uji kompetensi bagi Pemeriksa Desain Industri yang
akan naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(1) berlaku sejak 2 Januari 2015.

Pasal 48

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini,
dilampirkan salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
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Pasal 49
Peraturan Bersama ini mulai berlaku
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bersama ini dengan
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

pada tanggal

memerintahkan
penempatannya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 ltei 2014

PALA

WAIAN NEGARA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 fimi 2014.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUI\P9].4NONNOR 972

U. DAMat

w

ASASI MANUSIA,

.LIK INDONESIA,

MSUDIN



I,AMPIRAN I
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPAT,A BADAN KEPECAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2014
NOMOR 1T TAHUN 2014
IEN'I ANI;
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
36 TAHUN 2OT3 TENTANG JABATAN FUNCSIONAL
PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI DA,N ANGKA KREDITI.IYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKCTAN PERTAMA
DAI"AM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
DESAIN INDUSTRI

KEPUTUSAN' 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR :.............
TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA "DAI,AM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 36 Tahun 2013
tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka Kreditnya,
dipandang perlu untuk mengangkat Saudara ............ dalam jabatan
Pemeriksa Desain Industri;

o' 
:.................. .:::.......................:.............................................................,...........::;i 

"

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2OlO:
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2013;
5, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor ..,..,....,;
MEMUTUSKAN:

ditetapkan di .

pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

i. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; **)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
!. $"Pfl".Ifan1or Pelayanan Perbendaharqan Negara/Biro Keuangan/Bagian Keuangan yang bersangkutan; "*) dan
b. HeJaDat rnstan$ larn y€Lng dlanggap perlu.

") Diisi apabila ada penambatran dilcturh yang dianggap perlu.
"*) Coret yang tidak perlu.



LAMPIRAN II
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR I2 TAHUN 2OT4

NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI DAN
AI{GKA KREDITI{YA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN
DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI

KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR:.......

PENGANGKATAN PERSIT,]HTfN DARI JABATAN LAINPENG
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 30 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2Ol3
tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka Kreditnya,
dipandang perlu mengangkat Saudara . .. dalam jabatan Pemeriksa Desain
Industri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara cian Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor .........;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ....... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :

b. NIP :.....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
d. Unitkerja : .....

dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar .. (.... ...... )

KEDUA :... .....*)
KETIGA :... ......:. ..........*)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya

ditetapkan di. .....:..
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro/Bagran Kepegawaian; **)
3. Pejabat yang berwenang menetapkqn angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Biro Keuangan/Bagian Keuangan; "*) dan
5. Pejabat instansi lain yang dianggap,perlu.
*) Diisi apabila ada penambahan dictum yang dianggap perlu.
**) Coret yang tidak perlu.



' I.AMPIMN III A:
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGAM
NOMOR 12 TAHUN 2OI4
NOMOR I1 TAHUN 2014. TENTANG
PETUNJUK PELAKSANMN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNCSIONAL PEMERIKSA DESAIN

. INDUSTRI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KRDDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHL] PERTAMA

Nomor:

MASA PENILAIAN :

Bulan .... s/d Bulan. ..... Tahun

NO KETERANGAN PERORANGAN
'|
I Nama
2. NIP
3. Nomor Seri Kartu Peqawai
+. Tempat dan Tanesal Lahir
5. Jenis Kelamin
6. Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
7. Jabatan fungsional Pemeriksa Desain Industri / TMT
8. Masa Keria golongan lama
9. Masa Kerja golongan baru
10. Unit Kerja

NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA_I- BARUI JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1
I 2 3 4 5 6 7 8

I T'I|8UR UTA}IA
I p6a{l{rLan

A. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar / ijazah:

1 Doktor (S3)

2l Magister (S2)

3) Sarjana (S1)

B. Mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang Desain Industri
serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(STTPP) atau sertifikat:
1) lamanya lebih dari 96O jam

2) lamanya antara 647 - 960 jam

3) lamanya antara 481 - 6aO jarn

4) lamanya antara 161 - 480 jam

s) lamanya antara 81 - 160 jam

6) lamanya antara 31 - 80 jam

7) lamanya antara 10 - 30 jam
c Diklat Prqjabatan

mengikuti Diklat Prqjabatan Golongan III
2 Pcnerlkaaan

A. Perencanaan Pemeriksaan
1) mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Rencana

Keria Pemeriksaan
2j menyusun Sasaran Keria Pemeriksaan
3) menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan
4l meniniau ular^g Sasaran Keria Pemeriksaan
s) meniniau ulans Rencana Keria Pemeriksaan
6) membuat daftar penerimaan dokumen oleh Pemeriksa

B. Pemeriksaan Pendahu lu an
1) pengklasifikasian

a) pengklasifi kasian Desain Indu stri berdasarkan
Standar Klasifi kasi Internasional

1 menentukan kata kunci klasifikasi
(2) mencari data referensi klasifikasi di Kantor HKI

lainnva
(3) menentukan kelas dan subkelas klasifirkasi
(41 melaporkan hasil klasifikasi

b) pengecekan hasil klasifikasi
I menganalisis hasil klasifi kasi



NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
I 2 J 4 5 6 7 8

(2) membuat laporan persetujuan hasil klasifikasi
2l pemeriksaan kejelasan dan kesatuan

a) penganalisisan kejelasan dan kesatuan dari
representasi dan uraian

1 menganalisis representasi desain
(21 menganalisis keterkaitan repre sentasi d e sain

dengan judul dan keterangan gambar
(31 menganalisis keterangan kegunaan produk
(4) menganalisis klaim perlindungan Desain Industri
(s) menganalisis kej elasan j enis permohonan

(6) menganalisis keterkaitan antara judul dengan
gambar, kegunaan, uraian dan klaim sebagai satu
kesa+uan Desain Industri

t7) membuat laporan hasil pemeriksaan kejelasan
dan kesatuan

b) pelaksanaan komunikasi jika tidak memenuhi
kejelasan dan atau kesatuan Desain Industri
(1) mengan alisi s laporan h asil pem eriksaan kej elasan

dan kesatuan
(21 membuat surat untuk perbaikan kesatuan dan

kejelasan
(3) mempelqjari tanggapan atas surat perbaikan

kesatuan dan kejelasan
(4) membuat laporan hasil pemeriksaan kejelasan

dan kesatuan setelah pelaksanaan komunikasi
3) lusu ran

a) usu
I menentukan kata kunci penelusuran

(2) mencari data pembanding penelusuran internal
(3) mencari data pembanding penelusuran eksternal
(4) membuat laporan hasil penelusuran

b) san pembanding hasil penelusuran
(1) mengumpu lkan data penelu su ran
(2) mengelompokkan data penelusurern berdasarkan

karakteristik produk
(3) menganalisis data penelu suran

menentukan data Denelusuran vans relevan
(s) membuat persetujuan hasil penelusuran

c. Per rerik saan Substantif
1) pemeriksaan substantif permohonan dengan kompleksitas

rendah

penganalisisan substansi de sain indu stri terh adap de sain
keseluruhan dengan kompleksitas rendah

a) mengan alisis su b stansi berkaitan dengan defini si
desain industri terhadap desain keseluruhan dengan
kompleksitas rendah

b) menganalisis substansi terkait dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, terdapat
pelanggaran Hak Kekayaan In telektu al, melan ggar
ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap
desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah

c) penganalisisan kebaruan de sain indu stri terhadap
desain keseluruhan densan kompleksitas rendah
(1) menentukan kreasi utarna (main point) dari desain

keseluruhan dengan kompleksitas rendah
(2\ menentukan kreasi umum (commonpornt) dari

rlesain keselrrrrrhnn rTertsen knrnnlclrc.itas rendah
(3) menentukan kreasi yang berbed,a (different pointl

dari desain keseluruhan d.engan kompleksitas
rendah

(4) menentukan kemiripan berdasarkan data
pembanding terdekat dari desain keseluruhan
dengan kompleksitas rendah

d) pelaksanaan komunikasi jika tidak memenuhi
persyaratan su b stantif Desain I ndu stri terhadap
desain keselu ru han dengan kompleksitas ren dah
(l) membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak

memenuhi persyaratan substantif Desain Industri
terhadap desain keseluruhan dengan
kompleksitas rendah

(21 memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau
amandemen jika tidak memenuhi persyaratan
substantif Desain Industri terhadap desain
keseluruhan dengan kompleksitas rendah
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NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL IIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1
L 2 J 4 5 6 7 8

e) pembuatan keputusan substantif Desain Industri
terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas
rendah

r) melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah

2) membuat laporan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain keseluruhan
dengan kompleksitas rendah

3) membuat persetujuan hasil pemeriksaan
substantif Desain Industri terhadap desain
keseluruhan dengan kompleksitas rendah

4) membuat surat keputusan substantif Desarn
Industri diberi atau ditolak terhadap desain
keseluruhan dengan kompleksitas rendah

s) membuat surat penarikan kembali Desain
Indu:tri terhadap desain keseluruhan dengan
kompleksitas rendah

2l penganalisisan substansi Desain Industri terhadap desain
parsial ( sebagian) den gan kompleksitas ren dah

a) men ganalisis sub stan si berkaitan den gan defin isi
Dosain Industri terhadap desain parsial dengan
kompleksitas rendah

b) menganalisis substansi desain industri terkait dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
terdapat pelan ggaran H ak Kekayaan I ntelektu al,
melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama
terhadap desain parsial densan kompleksitas rendah

c) penganalisisan kebaruan desain industri terhadap
desarn oarsial densan komoleksitas rendah
(1) menentukan kegunaan dan fungsi dari desain

parsial dengan kompleksitas rendah

t2l menentukan kreasi dari.desain parsial dengan
kompleksitas rendah

(3) menentukan lokasi, ukuran, atau area dari
penerapan bagian yang dimintakan perlin du n gan
dari desain parsial dengan kompleksitas rendah

(4) menentukan kemiripan berdasarkan data
pembanding terdekat dari'desain parsial dengan
kompleksitas rendah

d) pelaksanaan komunikasi jika tidak memenuhi
persyaratan sub stantif De sain I ndu stri terhadap
desain parsial dengan kompleksitas rendah
(1) membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak

memenu hi persyaratan su b stantif De sarn Indu stri
terhadap desain parsial dengan kompleksitas
rendah

(2) memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau
amandemen jika tidak memenuhi persyaratan
substantif Desain Industri terhadap desain parsial
dengan kompleksitas rendah

e) Pembuatan keputusan substantif Desain Industri
terhadap desain parsial dengan kompleksitas rendah
(1) melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan

keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain parsial dengan kompleksitas rendah

(21 membuat laporan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain parsial dengan
kompleksitas rendah

(3) membuat persetujuan hhsil pemeriksaan
substantif Desain Industri terhadap desain parsial
dengan kompleksitas rendah

(4) membuat surat keputusan substantif Desain
Industri diberi atau ditolak terhadap desain
parsial dengan kompleksitas rendah

(s) membuat surat penarikan kembali permohonan
desain industri terhadap desain parsial dengan
komoleksitas rendah

3) penganalisisan substansi Desain Industri terhadap desain
berupa set produk dengan kompleksitas rendah

a) menganalisis substansi berkaitan den gan defin i si
desain industri terhadap desain berupa set produk
dengan kompleksitas rendah

b) menganalisis substansi terkait dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, terdapat
pelan ggaran H ak Kekayaan Intelektu al, m elan ggar
ketertiban umum, moralitas, dan agama terhadap
desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah



NO

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT
INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
1 2 ? 5 6 7 8

c) penganalisisan substansi kebaruan Desain Industri
terhadap desarn berupa set produk dengan
kompleksitas rendah
(1) menentukan kreasi utama (main point) dari desain

berupa set produk dengan kompleksitas rendah

(21 menentukan kreasi umum (common point) dari
desain berupa set produk dengan kompleksitas
rendah

(3) menentukan kreasi yang berbeda (different point)
dari desain berupa set produk dengan
kompleksitas rendah

(4) menentukan kemiripan berdasarkan data
pembanding terdekat dari desain berupa set
produk dengan kompleksitas rendah

d) pelaksanaan komunikasi jika tidak memenuhi
persyaratan substantif Desain Industri terhadap
desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah
(1) Membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak

memenuhi persyaratan substantif Desain Industri
terhadap desain berupa set produk dengan
kompleksitas rendah

(2) Memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau
amandemen jika tidak memenuhi persyaratan
substantif Desain Industri terhadap desain berupa
set produk dengan kompleksitas rendah

e) Pembuatan keputusan substantif Desain Industri
terhadap desain berupa set produk dengan
(1) melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan

keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain berupa set produk dengan kompleksitas
rendah

(2) mefnbuat laporan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain berupa set
produk dengan kompleksitas rendah

(3) membuat persetujuan hasil pemeriksaan
substantif Desain Indus[ri terhadap desain berupa
set produk dengan kompleksitas rendah

(4) membuat surat keputusan substantif Desain
Industri diberi atau ditolak terhadap desain
berupa set produk dengan kompleksitas rendah

(s) membuat surat penarikan. kembali Desarn
Industri terhadap desain berupa set produk
dengan kompleksitas rendah

4 Pemeriksaan Substantif Permohonan dengan Kompleksitas
Sedane
Penganalisisan su bstansi desain in du stri terh adap de sain
keseluruhan dengan kompleksitas sedang

a) m enganalisis su bstansi berkaitan den gan defi ni si
Desain lndustri terhadap desain keseluruhan dengan
kornpleksitas sedang

b) menganalisis substansi Desain Industri terkait dengan
peraturan peru ndang-u ndangan yang berlaku,
terdapat pelanggaran Hak Kekayaan Intelektu al,
melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama
terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas
sedang

c) penganalisisan substansi kebaruan Desain Industri
terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas
sedang
(1) Menentukan kreasi utama (main point) dari desain

keseluruhan dengan kompleksitas sedans
(2) Menentukan kreasi umllm (common pofnf ) dari

desain keseluruhan densan komoleksitas sedane
(3) Menentukan kreasi yang berbeda (different pointl

dari desain keseluruhan dengan kompleksitas
sedang

(4) Menentukan kemiripan berdasarkan data
pembanding terdekat dari dari desain
keseluruhan dengan kompleksitas sedang

d) pelaksanaan komunikasi jika tidak memenuhi
persyaratan su bstantif Desain ln du stri terh adap
desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang

1) membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak
memenuhi persyaratan substantif desain industri
terhadap desain keseluruhan dengan
kompleksitas sedang
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2l memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau
amandemen jika tidak memenuhi persyaratan
substantif Desain Industri terhadap desain
keseluruhan dengan kompleksitas sedang

e) pembuatan keputusan substantif Desain Industri
terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas
sedang
(1) melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan

keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang

(21 membuat laporan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain keseluruhan
dengan kompleksitas sedang

(3) membuat persetujuan hasil pemeriksaan
substantif desain industri terhadap desain
keseluruhan dengan kompleksitas sedang

(41 membuat surat keputusan substantif desain
industri diberi atau ditolali terhadap desain
keseluruhan dengan kompleksitas sedang

(s) membuat surat penarikan kembali permohonan
desain industri terhadap desain keseluruhan
dengan kompleksitas sedang

s) Penganalisisan substansi kebaruan Desain Industri
terhadap desain parsial (sebagian) dengan kompleksitas
sedang.

a) menganalisis substansi berkaitan dengan definisi
Desain Industri terhadap desain parsial dengan
kompleksitas sedang

b) menganalisis substansi Desain Industri terkait dengan
peraturan perundang-u ndangan yang berlaku,
terdapat pelanggaran Hak Kekayaan I n telektual,
melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama
terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang

c) melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputusan substantif Desain Industri terhadap desain
parsial dengan kompleksitas sedang

6) penganalisisan substansi kebaruan Desain Industri
terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas
sedang

a) menganalisis substansi berkaitan dengan definisi
desain industri terhadap desain berupa set produk
dengan kompleksitas sedang

b) menganalisis substansi Desain Industri terkait dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
terdapat pelanggaran Hak Kekayaan lntelektu al,
melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama
terhadap desain berupa set produk dengan
kompleksitas sedang

c) melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputusan substantif Desain Industri terhadap desain
berupa set produk dengan kompleksitas sedang

7l Pemeriksaan Substantif Permohonan dengan Kompleksitas
Tinggi

Melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan
substantif Desain Industri terhadap desain keseluruhan
dengan kompleksitas tinggi

8) Penganalisisan substansi kebaruan Desain Industri
terhadap desain parsial (sebagian) dengan kompleksitas
tinggi
melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan
substantif Desain Industri terhadap desain parsial dengan
kompleksitas tinggi

e) Penganalisisan su bstan si kebaru dn de sain in du stri
terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas
tinggi

Melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan
substantif desain industri terhadap desain berupa set
produk dengan kompleksitas tinggi'

D Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
pemeriksaan banding

menyiapkan bahan dan/atau pemberian keterangan dalam
sidang Majelis Banding terhadap permohonan dengan
kompleksitas rendah
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3 Pengenbangan hofccl

A Penlrusunan Karya Tulis/Karya llmiah di bidang Desain
Industri
1) men1rusun Karya Tulis/Karya llmiah hasil penelitian, kajian

di bidang Desain Industri yang dipublikasikan dalam
bentuk:

a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b) majalah yang diakui oleh Instansi Pembina
2) menyusun Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian di

bidang Desain Industri yang tidak dipublikasikan, tetapi
didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk:

a) buku
b) naskah

3) men)rusun tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri
di bidang Desain Industri yang dipublikasikan dalam
bentuk:

a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
b) majalah yang diakui oleh Instansi Pembina

4) menyusun tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri
di bidang Desain Industri yang tidak dipublikasikan dalam
bentuk:

a) buku
b) naskah

s) men5rusun tulisan ilmiah di bidang Desain Industri yang
disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu
kesatuan

6) menyusun Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa prasaran,
tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan
dalam pertemuan ilmiah

B Penerjemahan/Penyaduran Buku dan/atau Karya Ilmiah di
Bidang Desain Industri
1) menerjemahkan/menyadur di bidang Desain Industri yang

dipublikasikan dalam bentuk:
a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b) majalah yang diakui oleh Instansi Pembina
2l menerjemahkan/menyadur di bidang Desain Industri yang

tidak dipublikasikan dalam bentuk:
a) buku
b) naskah

3) membuat abstrak tulisan di bidang Desain Industri yang
dimuat dalam penerbitan

C Penyusunan Buku Pedoman / Ketentuan
Pelaksanaan/Ketentuan Teknis di Bidang Desain Industri

1 membuat buku pedoman di bidang Desain Industri
2l membuat ketentuan pelaksanaan di bidane Desain Industri
3) membuat ketentuan teknis di bidang Desain Industri

JIIUL/UI UIISUR UTAilA I s"d. 3
il I'lf8UR PEITTNJATG

Fenu4leag Kcglatan PemerlLsa Dccaln Induetri
A. Pengajar/Pelatih Pada Diklat Fungsional/Teknis di Bidang

Desain Industri
mengqjar,'melatih Pada Diklat Fungsional/Teknis di Bidang
Desain Industri

B. Peserta Dalam Seminar/ Lokakarya/Konferensi di Bidang
Desain Industri
1) mengikuti seminar / lokakarya/ konferen si di bidan g De sain

a) narasumber / pemrasaran / penyaj i
b) moderator
c) peserta

2) mengikuti delegasi pertemuan nasional sebagai:

a) ketua
b) anggota

3) mengikuti delegasi pertemuan internasional sebagai :

a) ketua
b) anggota

c Keanggotaan dalam Organisasi profesi

1) menjadi anggota Organisasi Profesi tingkat nasional
sebagai:

a) pengurus aktif
b) anggota aktif

2l menjadi anggota Organisasi Prof€si tingkat nasional
sebaeai:

a) oensurus aktif
b) anesota aktif
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D Keanggotaan Tim Penilai
menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional
Pemeriksa Desain Industri
1)

2l

Tim Penilai Direktorat Jenderal
Tim Penilai Direktorat

F Perolehan Penghargaan / Tanda Jasa
r) memperoleh penghargaan / tanda j asa Satyalan cana Karya

Satya:

a) 30 (tiga puluh) tahun
b) 20 (dua puluh) tatrun
c) 10 (sepuluh) tahun

G Perolehan Gelar / Ijazah Kesarjanaan Lainnya
I
I memperoleh Gelar /ljazah lain yang tidak sesuai dengan

bidane tusasnva:
a) Doktor (S3)

b) Magister (S2)

c) Sarjana (S1)

JTIDTLIUI T'If STTR PET| I'NJAIYG



Butlr l(cglaten Jeqteag Jabetaa dl atas/dt bawah*)

2 3 A 5 6 7 8

JI'ULAII T'XSUR UTASIA DAIT T'ilST'R PENI'IIIJAITG
*) Dicoret yang tidak perlu



LAUPIRAI| PETDUKT'NG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang kegiatan

Pemeriksa Desain Industri
6. dan seterusnya

NIP.

Catatan Pcjabat Pcngueul :

1.

2.

3.
4. dan seterusnya

(nama peiabat pengusul )

NIP.

Catatan Anggota Tlm Fenllal :

1.

2.
3.
4. dan seterusnya

( Nama Penilai I )

NIP

lNama Penilai II
NIP

Catatan Kctua Tln Penllal :

1.

2.
3.
4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )

NIP.



-10-

IAMPIRAN III B:
PERATURAN BERSAMA
MEMERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAN KTPAIA BADAN IIEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2OI4
NOMOR II TAHUN 2014
TENTANC
PETUNJUK PEIAKSANMN PERATUMN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEOARA DAN REFORMASI
BIROIRASII REPUBUK INDONESTA NOMOR 36 TAHUN 2OT3
TENTANG JABATAN F\JNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRJ
DAN ANGKA KREDITNYA

CONITfH :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNCSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI MUDA

Nomor:

MASA PENII.AIAN :

Bulan s/d Bulan Tahun............

NO KETERANGAN PERORANGAN
1. Nama
2. NIP
3. Nomor Seri Kartu Pegawai
4. Tempat dan Tanscal Latrir
5. Jenis Kelamin
6. Pendidikan yang diperhitunskan angka kreditnya
7. Jabatan funcsional Pemeriksa Desain Industri / TMT
8. Masa Keria golongan lama
9. Masa Keria golonsan baru
10. Unit Keria

ilo

IIITST'R YAI|G DIT|IUU

UIYSI'R, gT'B T'ilgT'R DAIY BTINR I{TGIATAIT

AIYOKA ITREDIT TEITT'RT'T

ITTSTAI|SI PEIYGUSI'L TIU PEITILIU

L/IIIA BARU JI'TLIIH LIIUA BARU JT'ULAH
1 2 3 4 5 6 ? 8

I TIITST'R UTAUA
1 p61{l{lrrcn

A. mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelat I ijazah:

r) Doktor (S3)

2l Magister (S2)

3) SarJana (SU

B. mengikuti diklat fungsional/teknis di bidang Desain Industri
serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(STTPP) atau sertifikat:
r) lamanya lebih dari 960 jam

2l lamanya antara 641 - 960 jam

3) lamanya antara 48L - 640 jam

4l lamanya antara 161 - a80 jam

s) lamanya antara 81 - 16O jam

6) lamanya antara 31 - 80 jam

7l lamanya antara 10 - 30 jam

c Diklat Prajabatan
mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III

2 PEUERIKSAAIT
A. Perencanaan Pemeriksaan

1) mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Rencana
2l menyusun Sasaran Keria Pemeriksaan
3) menyusun Rencana Keria Pemeriksaan
4) meniniau ulane Sasaran Keria Pemeriksaan
s) meniniau ulans Rencana Keria Pemeriksaan
6) membuat daftar penerimaan dokumen dari Administrator

oleh Ketua Kelompok
7l membuat daftar penerimaan dokumen oleh Pemeriksa

B. Pemeriksaan Pendahuluan
1) Pensklasifikasian

pengecekan hasil klasifikasi
a) mensanalisis hasil klasifikasi
b) membuat laporan persetujuan hasil klasifikasi

2l Pemeriksaan Kejelasan dan Kesatuan
pelaksanaan komunikasi jika tidak memenuhi kejelasan
dan atau kesatuan Desain Industri

a) menganalisis laporan hasil pemeriksaan kejelasan dan
kesatuan



UITSI'R, SITB T'I|ST'R DAIT BUTIR IITGI,ATAf,

membuat surat untuk perbaikan kesatuan dart

mempelajari tanggapan atas surat perbaikan kesatuan

membuat laporan hasil pemeriksaan kejelasan dan
kesatuan setelah pelaksanaan komunikasi

mencari data pembanding penelusuran internal
mencari data pembanding penelusuran eksternal

membuat laporan hasil penelusuran

penganalisisan pembanding hasil penelusuran

mengumpulkan data Penelusuran
mengelompokkan data penelusuran berdasarkan
karakteristik produk
menganalisis data penelusuran

menentukan data penelusuran yang relevan

membuat persetujuan hasil penelusuran

Pimeriksaan S u bstantif Pe rmohon an dengan Kompleksitas

penganalisisan substansi Desain Industri terhadap desain
keseluruhan dengan kompleksitas rendah

melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputusan substantif Desain Industri terhadap desain
keseluruhan dengan kompleksitas rendah

membu at persetuj u an hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri tcrhadap desain keseluruhan dengan
kompleksitas rendah

penganalisisan substansi Desain Industri terhadap desain
parsial (sebagian) dengan kompleksitas rendah

melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan
substantif Desain Industri terhadap desain parsial dengan

Penganalisisan substansi Desain Industri terhadap desain
berupa set produk dengan kompleksitas rendah

Pembuatan keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah

melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputusan substantif Desain Industri terhadap desain
berupa set produk dengan kompleksitas rendah

membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain berupa set produk
dengan kompleksitas rendah

Pemeriksaan Substantif Permohonan dengan Kompleksitas

p-nganalisisan su bstansi De sain I ndu stri te rhadap de sain
keseluruhan dengan kompleksitas sedang

menganalisis substansi berkaitan dengan definisi
Desain Industri terhadap desain keseluruhan dengan
kompleksitas sedang

menganalisis substansi Desain Industri terkait dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
te rdapat pe langgaran H ak Kekayaan I ntelektu al,
melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama
terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas
sedang
penganalisisan substansi kebaruan Desain Industri
terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas

menentukan kreasi utama (main point) dari
desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang

menentukan kreasi umum (ummonpornt) dari
desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang

menentukan kreasi yang berbe da (different pointl
dari desain keseluruhan dengan kompleksitas

menentukan kemiripan berdasarkan data
pembanding terdekat dari dari desain
keseluruhan dengan kompleksitas sedang

petat satt"an komunikasi jika tidak memenuhi
persyaratan su bstantif Desain I ndu stri terhadap
desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang
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membuat surat hasil pemeriksaan
memenuhi persyaratan substantif Desain
Industri terhadap desain keseluruhan dengan
kompleksitas sedang

memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau
amandemen jika tidak memenuhi persyaratan
substantif Desain Industri terhadap desain
keseluruhan dengan kompleksitas sedang

pembuatan keputusan substantif Desain Indu stri
terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas
sedang

melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain keseluruhan dengan kompleksitas
membuat laporan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain keseluruhan

membuat persetujuan hasil pemeriksaan
substantif Desain lndustri terhadap desain
keseluruhan dengan kompleksitas sedang

membuat surat keputusan substantif Desain
Industri diberi atau ditolak terhadap desain
keselunrhan dengan kompleksitas scdang

membuat surat penarikan kembali permohonan
Desain Industri terhadap desain keseluruhan
dengan kompleksitas sedang

penganalisisan substansi kebaruan Desain Industri
terhadap desain parsial (sebagian) dengan kompleksitas

menganalisis su bstan si berkaitan de ngan definisi
Desain Industri terhadap desain parsial dengan
kompleksitas sedang

menganalisis substansi Desain Industri terkait dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
terdapat pelanggaran H ak Ke kayaan I ntele ktu al,
melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama
terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang

menganalisisan kebaruan Desain Industri terhadap
desain parsial dengan kompleksitas sedang

menentukan kegunaan dan fungsi dari desain
parsial dengan kompleksitas sedang

menentukan kreasi dari desain parsial dengan

menentukan lokasi, ukuran, atau area dari
penerapan bagian yang dimintakan perlindungan
dari desain parsial dengan kompleksitas sedang

menentukan kemiripan berdasarkan data
pembanding terdekat dari desain parsial dengan
kompleksitas sedang

pelaksanaan komunikasi jika tidak memenuhi
persyaratan substantif Desain lndu stri terhadap

membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak
memenuhi persyaratan substantif Desain
Industri terhadap desain parsial dengan
kompleksitas sedang

memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau
amandemen jika tidak memenuhi persyaratan
substantif Desain Industri terhadap desain
parsial dengan kompleksitas sedang

pernUuatan keputusan substantif Desain Indu stri
terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang

nrclakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputu san substantif Desain Indu stri terhadap
desain parsial dengan kompleksitas sedang

mernbuaa laporan hasil pemeriksaan substantif
Desain lndustri terhadap desain parsial dengan
kompleksitas sedang

membuat persetujuan hasil pemeriksaan
substantif Desain Industri terhadap desain
parsial dengan kompleksitas sedang

nrcmUuat surat keputusan substantif Desain
Industri diberi atau ditolak terhadap desain
parsial dengan kompleksitas sedang
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(s) membuat surat penarikan kembali permohonan
Desain Industri terhadap desain parsial dengan
kompleksitas sedang

6) penganalisisan substansi kebaruan Desain Industri
terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas
sedang

a) menganalisis substansi berkaitan dengan definisi
Desain Industri terhadap desain berupa set produk
dengan kompleksitas sedang

b) menganalisis substansi Desain Industri terkait dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
te rdapat pe langgaran H ak Kekayaan I ntelektual,
melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama
terhadap desain berupa set produk dengan
kompleksitas sedang

c) penganalisisan kebaruan Desain Industri

(1) menentukan kreasi utama (mainpoint) dari
desain berupa set produk dengan kompleksitas
sedang

(21 menentukan kreasi umum (mmmonpoint) dari
desain berupa set produk dengan kompleksitas
sedqncr

(3) menentukan kreasi yang berbeda (different pointl
dari desain berupa set produk dengan
komoleksitas sedang

(41 menentukan kemiripan berdasarkan data
pembanding terdekat dari desain berupa set
produk dengan kompleksitas sedang

d) pelaksanaan komunikasi jika tidak memenuhi
persyaratan su bstantif De sain I ndu stri terhadap
desain berupa set produk dengan kompleksitas
sedang
(1) membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak

memenuhi persyaratan substantif Desain
Industri terhadap desain berupa set produk
dengan kompleksitas sedang

(21 memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau
amandemen jika tidat< memenuhi persyaratan
substantif Desain Industri terhadap desain
berupa set produk dengan kompleksitas sedang

e) pembuatan keputusan substantif Desain Industri
terhadap desain berupa set produk dengan
kompleksitas sedang
(1) melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan

keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain berupa set produk dengan kompleksitas
sedang

(21 membuat laporan hasil pemeriksaan substantif
Desain [ndustri terhadap desain berupa set
produk dengan kompleksitas sedang

(3) membuat persetujuan hasil pemeriksaan
substantif Desain Industri terhadap desain
berupa set produk dengan kompleksitas sedang

(4) membuat surat keputusan substantif Desain
Industri diberi atau ditolak terhadap desain
berupa set produk dengan kompleksitas sedang

(s) membuat surat penarikan kembali permohonan
Desain Industri terhadap desain berupa set
produk dengan kompleksitas sedang

7l pemeriksaan Substantif Permohonan dengan Kompleksitas
Tinggi
penganalisisan substansi Desain Industri terhadap desain
keseluruhan dengan kompleksitas tinggi

a) menganalisis substansi berkaitan dengan definisi
Desain Industri terhadap desain keseluruhan dengan
kompleksitas tinggi

b) menganalisis substansi Desain lndustri terkait dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
terdapat pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual,
melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama
terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas
tinggi

c) penganalisisan kebaruan Desain Industri terhadap
desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi
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(1) menentukan kreasi utama (mainpoint) dari
desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi

(21 menentukan kreasi umum (ammon pornt) dari
desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi

(3) menentukan kreasi yang berbeda (different pointl
dari desain keseluruhan dengan kompleksitas
tineci

(4) menentukan kemiripan berdasarkan data
pembanding terdekat dari dari desain
keseluruhan dengan kompleksitas tinggi

d) pelaksanaan komunikasi jika tidak memenuhi
persyaratan substantif Desain Industri terhadap
desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi
(1) membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak

memenuhi persyaratan substantif Desain
Industri terhadap desain keseluruhan dengan
kompleksitas tinggi

(21 memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau
amandemen jika tidak memenuhi persyaratan
substantif Desain Industri terhadap desain
keseluruhan densan kompleksitas tinssi

e) pembuatan keputusan su bstantif Desain Indu stri
terhadap desain berupa set produk dengan
kompleksitas tinggi
(1) melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan

ke pu tu san substantif De sain I ndu stri terhadap
desain keseluruhan densan kompleksitas tinsci

(21 membuat laporan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain keseluruhan
dengan kompleksitas tinesi

(3) membuat persetujuan hasil pemeriksaan
substantif Desain Industri terhadap desain
keseluruhan densan kompleksitas tinssi

(4) membuat surat keputusan substantif Desain
Industri diberi atau ditolak terhadap desain
keseluruhan dengan kompleksitas tinggi

(s) membuat surat penarikan kembali permohonan
Desain Industri terhadap desain keseluruhan
dengan kompleksitas tinggi

8) penganalisisan substansi kebaruan Desain Industri
terhadap desain parsial (sebagian) dengan kompleksitas
tinggi

melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan
substantif Desain Industri terhadap desain parsial dengan
kompleksitas tinggi

e) penganalisisan substansi kebaruan Desain Industri
terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas
tinggi
melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan
substantif Desain Industri terhadap desain berupa set
produk dengan kompleksitas tinggi

D Evaluasi Hasil Pemeriksaan Substantif
1) evaluasi hasil pemeriksaan substantif Desain Industri

dengan kompleksitas rendah
a) menganalisis hasil pemeriksaan substantif Desain

Industri dengan kompleksitas rendah
b) membahas bersama hasil pemeriksaan substantif

Desain Industri dengan kompleksitas rendah
c) membuat laporan hasil evaluasi putusan pemeriksaan

substantif Desain Industri dengan kompleksitas
rendah

2l evaluasi hasil pemeriksaan substantif Desain Industri
dengan kompleksitas sedang

a) menganalisis hasil pemeriksaan substantif Desain
Industri densan kompleksitas sedans

b) membahas bersama hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri dengan kompleksitas sedang

c) membuat laporan hasil evaluasi putusan pemeriksaan
substantif Desain Industri dengan kompleksitas
sedang

3) saksi ahli
a) memberikan keterangan sebagai saksi ahli Desain

Industri di kepolisian
b) memberikan keterangan sebagai saksi ahli Desain

Industri di pencadilan
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E Rekomendasi Tindak l,aniut Hasil Pemeriksaan
pemeriksaan banding

1) menyiapkan bahan dan/atau pemberian keterangan dalam
sidang Majelis Banding terhadap permohonan dengan
kompleksitas sedang

3 Pengcrnbangaa Profcrl
A Pen5rusunan Karya Tutis/Karya llmiah di bidang Desain

Industri
r) men1rusun Karya Tulis/Karya llmiah hasil penelitian,

kajian di bidang Desain IndusEi yang dipublikasikan
dalam bentukr

a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

bl maialah vane diakui oleh Instansi Pembina

2l men5rusun Karya Tulis/Karya llmiah hasil penelitian di
bidang Desain Industri yang tidak dipublikasikan, tetapi
didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk:

a) buku
b) naskah

3) men5rusun tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan
sendiri di bidang Desain Industri yang dipublikasikan
dalam bentuk:

a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b) mqialah yang diakui oleh Instansi Pembina

4) menJrusun tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan

sendiri di bidang Desain Industri yang tidak dipublikasikan
dalam bentuk:

a) buku
b) naskah

s) men5 lsun tulisan ilmiah di bidang Desain tndustri yang
disebarluaskan melalui media massa yang mempakan satu
kesatuan

6) menJrusun Karya Tulis/Karya tlmiah berupa prasaran,
tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan
dalam pertemuan ilmiah

B Penerjematran/Penyaduran Buku dan/atau Karya llmiah di
Bidane Desain Industri
l) menerjemahkan/menyadur di bidang Desain Industri yang

dipublikasikan dalam bentuk:
a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b) majalah yang diakui oleh Instansi Pembina

2l menedemahkan/menyadur di bidang Desain Industri yang
tidak dipublikasikan dalam bentuk:

a) buku
b) naskah

3) membuat abstrak tulisan di bidang Desain Industri yang
dimuat dalam penerbitan

c Pen5rusunan Buku Pedoman/ Ketentuan
Pelaksanaan/Ketentuan Teknis di Bidang Desain Industri

1 membuat buku pedoman di bidang Desain Industri
2l membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Desain Industn
3) membuat ketentuan teknis di bidang Desain Industri

JtruLAII nlrgttR UTAUA 1 r.d. 3
u T'ilsUR PEITI'IYJAITG

PcaunJang Kcglatan Pcncrllsa Dcrala Indurtrl

A. Pengajar/ Pelatih Pada Diklat Fungsional/Teknis di Bidang
Desain Industri

mengajar/ melatih Pada Diklat Fungsional/Teknis di Bidang
Desain Industri

B. Peserta Dalam Seminar/ Lokakarya/Konferensi di Bidang
Desain Industri

1) me ngiku ti se minar / lokakarya/ konferensi di bidang Dilqt
a) narasumber / pemrasaran / penyaj i
b) moderator
c) peserta

2l mengikuti delegasi pertemuan nasional sebagai:

al ketua
b) anggota

3) mengikuti delegasi pertemuan internasional sebagai:

a) ketua
bt anggota

c Keanggotaan dalam Organisasi profesi

1) menjadi anggota Organisasi Profesi tingkat nasional
sehesai:
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a) pengurus aktif

b) anggota aktif

2l menjadi anggota Organisasi Profesi tingkat nasional
sebaeai:

a) pengurus aktif

b) anggota aktif

D Keanggotaan Tim Penilai

menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsiond
Pemeriksa Desain Industri

1) Tim Penilai Direktorat Jenderal

2l Tim Penilai Direktorat

F Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa

1) memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satyalancana Karya
Satya:

a) 30 (tiga puluh) tahun

b) 20 (dua puluh) tahun

c) 10 (sepuluh) tahun

G Perolehan Gelar/ Ijazah Kesatl' anaan la.innya

I memperoleh Gelar/ljazah lain yang tidak sesuai dengan
bidans tuEasnva:

a) Doktor (S3)

b) Magister (S2)

c) Sarjana (Sl)

JTIMLIUI UIYSUR PETI'ITJAI| G



Butlr Kcglatan Jeqlang Jabatan dl atar/dt baweh*f

2 3 4 5 6 7 8

JTIMLIIH T'I|8T'R UTAMA DAil IffgUR PEITT'ITJAITG

*) Dicoret yang tidak perlu
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IAMPIRAN UI C:
PERATURAN BERSAMA
MENTERT HUI(UM DAN HAJ< ASASI MANUSTA
DAN REPAIA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2OI4
NOMOR 1I TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PEIAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATI,'R NEGAM DAN REFORMAT'I
BIROKRASI REPUBLtrK INDONESI,A NOMOR 36 TAHUN 2OI3
TENTANG JABATAN FUNGSIO AL PEMERIKSA DESAIN
INDUSTRI DAN ANGKA KREDITNTA

CONTOH :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANCKA XREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DESATN INDUSTRI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI MADYA

Nomor:

MASA PENII,AIAN :

Bulan s/d Bulan. Tahun............

NO KETERANGAN PERORANGAN
1 Nama
2. NIP
3. Nomor Seri Kartu Pegawai
4. Tempat dan Tanccal Lahir
5. Jenis Kelamin
6. Pendidikan vans diDerhitunekan anska kreditnva
7. Jabatan funesional Pemeriksa Desain Industri / TMT
8. Masa Keria soloncan lama
9. Masa Keria golongan baru
10. Unit Keria
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A. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh Selar I ijazah:
I Doktor (S3)

2l Maeister {S2)

3) Sariana (Sl
B. Meneikuti diklat fungsional/teknis di bidans Desain Industri

1) lamanya lebih dari 960 jam
2l lamanya antara 641 - 96O jam

3) lamanya antara 481 - 640 jam

4l lamanya antara 161 - 48O jam

s) lamanya antara 81 - 160 jam

6) lamanya antara 31 - 80 jam

7l lamanya antara 10 - 30 jam

c. Diklat Praiabatan
mensikuti Diklat Praiabatan Golonsan III

2 PEIUERII(8AAIT
A. Perencanaan Pemeriksaan

1) mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Rencana
2l menvusun Sasaran Keria Pemeriksaan
3) menvusun Rencana Keria Pemeriksaan
4) meniniau ulans Sasaran Keria Pemeriksaarr
5) meniniau ulang Rencana Keria Pemeriksaan
6) membuat daftar penerimaan dokumen dari Administrator

oleh Ketua Kelompok

7l membuat daftar penerimaan dokumen oleh Pemeriksa
B. Pemeriksaan Pendahuluan

2l pemeriksaan kejelasan dan kesatuan
oelaksanaan komunikasi iika tidak memenuhi keielasan
a) Menganalisis laporan hasil pemeriksaan kejelasan dan

kesatuan
b) Membuat surat untuk perbaikan kesatuan dan

keielasan
3) kenelusuran

a) membuat persetujuan hasil penelusuran dalam
oensanalisisan pembandinc hasil penelusuran

b) mengelompokkan dokumen permohonan sesuai tingkat
komnleksitas

c) mendistribusikan dokumen berdasarkan tingkat
kompleksitas
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c. Pemeriksaan Substantif
l) pemeriksaan substantif permohonan dengan kompleksitas

rendah

penganalisisan substansi Desain Industri terhadap desain
keseluruhan dengan kompleksitas rendah

a) melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputusan substantif Desain Industri terhadap desain
keseluruhan dengan kompleksitas rendatr

b) membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain keseluruhan dengan
kompleksitas rendah

2l penganalisisan substansi Desain Industri terhadap desain
oarsial (sebaeian) densan kompleksitas rendah
pembuatan keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain oarsial dencan kompleksitas rendah
a) melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan

keputusan substantif Desain Industri terhadap desain
parsial dengan kompleksitas rendah

b) membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain parsial dengan
kompleksitas rendah

3) penganalisisan substansi Desain Industri terhadap desain
berupa set produk dengan kompleksitas rendah

pembuatan keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain beruoa set produk dengan kompleksitas rendatr
a) melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan

keputusan substantif Desain Industri terhadap desain
berupa set produk dengan kompleksitss rendatr

b) membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain berupa set produk
dengan kompleksitas rendatr

4) pemeriksaan substantif permohonan dengan kompleksitas
sedang
penganalisisan substansi Desain Industri terhadap desain
keseluruhan dengan kompleksitas sedang

a) melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputusan substantif Desain Industri terhadap desain
keseluruhan dengan kompleksitas sedang

b) membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain keseluruhan dengan
kompleksitas sedang

sl penganalisisan substansi kebaruan Desain Industri
terhadap desain parsial (sebagian) dengan kompleksitas
sedang

a) penganalisisan kebaruan Desain Industri terhadap
desain parsial dengan kompleksitas sedang

(1) menentukan kegunaan dan fungsi dari desain
oarsial densan komoleksitas sedans

(21 menentukan kreasi dari desain parsial dengan
kompleksitas sedang

(3) menentukan lokasi, ukuran, atau area dari
penerapan bagian yang dimintakan perlindungan
dari desain parsial dengan kompleksitas sedang

(41 menentukan kemiripan berdasarkan data
pembanding terdekat dari desain parsial dengan
kompleksitas sedartg

bl pelaksanaan komunikasi jika tidak memenuhi
persyaratan substantif Desain Industri terhadap desain
parsial dengan kompleksitas sedang

(1) membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak
memenuhi persyaratan substantif Desain Industri
terhadap desain parsial dengan kompleksitas
sedang

l2l memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau
amandemen jika tidak memenuhi persyaratan
substantif Desain Industri terhadap desain parsial
dengan kompleksitas sedang

c) pembuatan keputu san substantif Desain Indu stri
terhadao desain parsial dengan kompleksitas sedang

(1) melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain parsial dengan kompleksitas sedang

(2) membuat laporan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain parsial dengan
kompleksitas sedang
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(3) membuat persetujuan hasil pemeriksaan

substantif Desain Industri terhadap desain parsial
dengan kompleksitas sedang

(4) membuat surat keputusan substantif Desain
Industri diberi atau ditolak terhadap desain
parsial dengan kompleksitas sedang

(s) membuat surat penarikan kembali permohonan
Desain Industri terhadap desain parsial dengan
kompleksitas sedang

6) penganalisisan substansi kebaruan Desain Industri
terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas
sedang
pembuatan keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang

a) melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputusan substantif Desain Industri terhadap desain
berupa set produk dengan kompleksitas sedang

b) membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain berupa set produk
dengan kompleksitas sedang

7l pemeriksaan Substantif Permohonan dengan Kompleksitas
Tinggi
penganalisisan substansi Desain Industri terhadap desain
keseluruhan dengan kompleksitas tinggi

a) men ganalisis sub stansi berkaitan dengan definisi
Desain Industri terhadap desain keseluruhan dengan
kompleksitas tinggi

b) menganalisis substansi Desain Industri terkait dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat
pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, melanggar
ketertiban umum, moralitas, dan agama terhadap
desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi

c) penganalisisan kebaruan Desain Industri terhadap
desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi

(1) menentukan kreasi utama (mainpoint) dari
desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi

(21 menentukan kreasi umum (ammonpourt) dari
desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi

(3) menentukan kreasi yang berbeda (different pointl
dari desain keseluruhan dengan kompleksitas
tinssi

(4) menentukan kemiripan berdasarkan data
pembanding terdekat dari dari desain
keseluruhan dengan kompleksitas tinggi

d) pelaksanaan komunikasi jika tidak memenuhi
persyaratan substantif Desain Industri terhadap desain
keseluruhan dengan kompleksitas tinggi

(1) membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak
memenuhi persyaratan substantif Desain Industri
terhadap desain keseluruhan dengan
kompleksitas tinggi

(21 memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau
amandemen jika tidak memenuhi persyaratan
substantif Desain Industri terhadap desain
keseluruhan dengan kompleksitas tinggi

e) pembuatan keputusan substantif Desain Indu stri
terhadap desain berupa set produk dengan
kompleksitas tinggi
(l) melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan

keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi

(21 Membuat laporan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain keseluruhan
dengan kompleksitas tinggi

(3) membuat persetujuan hasil pemeriksaan
substantif Desain Industri terhadap desain
keseluruhan dengan kompleksitas tinggi

(4) membuat surat keputusan substantif Desain
Industri diberi atau ditolak terhadap desain
keseluruhan dengan kompleksitas tinggi

(s) membuat surat penarikan kembali permohonan
Desain Industri terhadap desain keseluruhan
dengan kompleksitas tinggi
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8) penganalisisan substansi kebaruan Desain Industri
terhadap desain parsial (sebagian) dengan kompleksitas
tinggi

a) menganalisis su bstan si berkaitan dengan definisi
Desain Industri terhadap desain parsial dengan
kompleksitas tinggi

b) menganalisis substansi Desain Industri terkait dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat
pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, melanggar
ketertiban umum, moralitas, dan agama terhadap
desain parsial dengan kompleksitas tinggi

c) penganalisisan kebaruan Desain Industri terhadap
desain parsial dengan kompleksitas tinggi

(1) melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputusan substantif Desain Industri terhadap
desain berupa set produk dengan kompleksitas
tinggi

(21 menentukan kreasi dari desain parsial dengan
kompleksitas tinssi

(3) menentukan lokasi, ukuran, atau area dari
penerapan bagran yang dimintakan perlindungan
pada produk secara keseluruhan dari desain
parsial dengan kompleksitas tinggi

(4) menentukan kemiripan berdasarkan data
pembanding terdekat dari desain parsial dengan
kompleksitas tinggi

d) pelaksanaan komunikasi jika tidak memenuhi
persyaratan substantif Desain Industri terhadap desain
parsial dengan kompleksitas tinggi

(1) Membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak
memenuhi persyaratan substantif Desain
Industri terhadap desain parsial dengan
kompleksitas tingsi

(21 Memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau
amandemen jika tidak memenuhi persyaratan
substantif Desain Industri terhadap desain parsial
dengan kompleksitas tinggi

e) pembuatan keputusan substantif Desain Industri
terhadap desain parsial dengan kompleksitas tinggi

(1) melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan
keputu san substantif Desain Industri terhadap
desain parsial dengan kompleksitas tingqi

(21 membuat laporan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain parsial dengan
kompleksitas tingsi

(3) membuat persetujuan hasil pemeriksaan
substantif Desain Industri terhadap desain parsial
dengan kompleksitas tinggi

(4) Membuat surat keputusan substantif Desain
Industri diberi atau ditolak terhadap desain
parsial dengan kompleksitas tinggi

(s) membuat surat penarikan kembali permohonan
Desain Industri terhadap desain parsial dengan
kompleksitas tinggi

el penganalisisan substansi kebaruan Desain Industri
terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas
tinggr

a) me nganalisis su bstan si berkaitan de ngan definisi
Desain Industri terhadap desain berupa set produk
dengan kompleksitas tinggi

b) menganalisis substansi Desain Industri terkait dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat
pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, melanggar
ketertiban umum, moralitas, dan agama terhadap
desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi

c) penganalisisan kebaruan Desain Industri terhadap
desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi
(l) menentukan kreasi utama (main point) dari

desain berupa set produk dengan kompleksitas
(21 menentukan kreasi umum (common point) dari

desain berupa set produk dengan kompleksitas
(3) menentukan kreasi yang berbeda (different point)

dari desain berupa set produk dengan
kompleksitas tinggi
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(4) menentukan kemiripan berdasarkan data
pembanding terdekat dari desain berupa set
produk dengan kompleksitas tin8gi

d) pelaksanaan komunikasi jika tidak memenuhi
persyaratan substantif Desain Industri terhadap desain
berupa set produk dengan kompleksitas tinggi

(1) membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak
memenuhi persyaratan substantif Desain Industri
terhadap desain berupa set produk dengan
kompleksitas tinggi

(2) memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau
amandemen jika tidak memenuhi persyaratan
substantif Desain Industri terhadap desain
berupa set produk dengan kompleksitas tinggi

e) pembuatan keputusan substantif Desain Indushi
terhadap desain berupa set produk dengarr
komoleksitas tineei
(U melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan

keputusan substantif Desain Indu stri terhadap
desain berupa set produk dengan kompleksitas
tinesi

(21 membuat laporan hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri terhadap desain berupa set
produk dengan kompleksitas tinggi

(3) membuat persetujuan hasil pemeriksaan
substantif Desain Industri terhadap desain
berupa set produk dengan kompleksitas tinggi

(4) membuat surat keputusan substantif Desain
Industri diberi atau ditolak terhadap desain
berupa set produk dengan kompleksitas tinggi

(s) membuat surat penarikan kembali permohonan
Desain Industri terhadap desain berupa set
produk dengan kompleksitas tinggi

D Evaluasi Hasil Pemeriksaan Substantif

1) evaluasi hasil pemeriksaan substantif Desain Industri
dengan kompleksitas sedang

a) menganalisis hasil pemeriksaan substantif Desain
Industri dengan kompleksitas sedang

b) membahas bersama hasil pemeriksaan substantif
Desain Industri dengan kompleksitas sedang

c) membuat laporan hasil evaluasi putusan pemeriksaan
substantif Desain Industri dengan kompleksitas sedanq

2l evaluasi hasil pemeriksaan substantif Desain Industri
denean kompleksitas tinesi

a) menganalisis hasil pemeriksaan substantif Desain
Industri denean komoleksitas tinsei

b) membahas bersama hasil pemeriksaan substantif

c) membuat laporan hasil evaluasi putusan pemeriksaan

3) Saksi Ahli
a) memberikan keterangan sebagai saksi ahli Desain

lndustri di kepolisian

b) memberikan keterangan sebagai saksi ahli Desain
Industri di pengadilan

E Rekomendasi Tindak Laniut Hasil Pemeriksaan
1) pemeriksaan bandins

a) meneikuti sidanc Maielis Bandine sebasai anssota
b) mensikuti sidans Maielis Bandinc sebacai pimpinan
c) menyiapkan bahan dan/atau pemberian keterangan

dalam sidang Majelis Banding terhadap permohonan
dengan kompleksitas tinggi

d) menganalisis data pembanding tambahan pihak yang
mengajukan keberatan dalam hal pemeriksaan banding

el melaksanakan hearing dalam hal pemeriksaan banding

0 membuat laporan hasil putusan substantif banding
dalam hal pemeriksaan banding

2l pengawasan teknis
a) mengumpulkan data hasil putusan pemeriksaan dalam

hal pengawasan teknis
b) menganalisis data hasil putusan pemeriksaan dalam

hal pemeriksaan banding

c) menganalisis hasil kajian pemeriksaan dalam hal
pengembangan teknis



no

T'ITsT'R YAIYG DIIYIL/U

ltilgltR, SI'B t'ItsltR DAJI BUTIR KTGTATATY

AXGKA ITRTDIT UEI| I'RU[
ITTSTAITSI PEITGUST'L TIU PEIIILU

L/TUA BARU JT'TLIUI LIIUA BARU fl'ULAH
1 2 3 4 5 6 T 8

d) membuat rekomendasi pengembangan teknis
pemeriksaan

F Pelaksanaan Tugas Internalisasi di bidang Desain Industri
1) melaksanakan tugas internalisasi di bidang Desain Industri

sebasai koordinator kelomook
2) melaksanakan tugas internalisasi di bidang Desain Industri

sebagai penguji calon Pemeriksa Desain Industri
3) melaksanakan tugas internalisasi di bidang Desain Industri

sebagai penguj i penjenjangan Jabatan Fungsional
Pemeriksa Desain Industri

4l Melaksanakan tugas internalisasi di bidang Desain Industri
sebagai pelaksana harian

s) Melaksanakan tugas internalisasi di bidang Desain Industri
sebagai penyu lu h / pemberi kete rangan dalam ke giatan
kehumasan Ditjen HKI

6) Melaksanakan tugas internalisasi di bidang Desain Industri
sebagai penasehat /tenaga ahli di lembaga-lembaga
penelitian atau pengembangan, kajian, dan klinik Hak
Kekayaan Intelektual di bidang Desain Industri

3 Penfenbansan Profcal
A Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Desain Industri

1) men5rusun Karya Tulis/Karya llmiah hasil penelitian, kajian
di bidang Desain Industri yang dipublikasikan dalam
bentuk:
a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b) maialah yang diakui oleh Instansi Pembina
2l menJrusun KaryaTulis/Karya Ilmiah hasil penelitian di

bidang Desain Industri yang tidak dipublikasikan, tetapi
didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk:

a) buku
b) naskah

3) menyusun tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri
di bidang Desain Industri yang dipublikasikan dalam
bentuk:
a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b) majalah yang diakui oleh Instansi Pembina
4l menJrusun tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri

di bidang Desain Industri yang tidak dipublikasikan dalam
bentuk:

a) buku
b) naskah

s) men5rusun tulisan ilmiah di bidang Desain Industri yang
disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu
kesatuan

6) menJrusun Karya Tulis/Karya llmiah berupa prasaran,
tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan
dalam pertemuan ilmiah

B Penerjemahan/Penyaduran Buku dan/atau Karya llmiah di
Bidanc Desain Industri
l) menerjemahkan/menyadur di bidang Desain Industri yang

dipublikasikan dalam bentuk:
a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b) majalah yang diakui oleh Instansi Pembina

2l menerjemahkan/menyadur di bidang Desain Industri yang
tidak dipublikasikan dalam bentuk:
al buku
b) naskah

3) membuat abstrak tulisan di bidang Desain Industri yang
dimuat dalam penerbitan

c Pen1ru sunan Buku Pedoman / Ketentuan Pelaksanaan / Ketentu an
Teknis di Bidang Desain Industri

u membuat buku pedoman di bidang Desain Industri

2l membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Desain Industri

3) membuat ketentuan teknis di bidang Desain Industri

JIIML/II UilSUR UTATA I r.d. 3
II T'ITSUR PEI|T'I|JATG

Pcnu.oJeng Kcglatan Pcncrltre Dcmla Indurtrl
A. Pengaj ar/ Pelatih Pada Diklat Fu ngsional /Teknis di Bidang

Desain Industri

mengajar/ melatih Pada Diklat Fungsional/Teknis di Bidang
Desain Industri
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B. Peserta Dalam Seminar/ lokakarya/Konferensi di Bidang Desain
Industri

1) mengikuti seminar/ lokakarya/ konferensi di bidang Desain

a) narasumber/ pemrasaran / penyaj i
b) moderator
c) pescrta

2l mengikuti delegasi pertemuan nasional sebagai:

al ketua
b) anssota

3) mengikuti delegasi pertemuan internasional sebagai:

al ketua
bl anqgota

c Keanggotaan dalam Organisasi profesi

l) menjadi anggota Organisasi Profesi tingkat nasional
sebasai:
a) pengurus aktif

b) anggota aktif

2l menjadi anggota Organisasi Profesi tingkat nasional
sebaEai:
a) pengurus aktif

b) anggota aktif

D Keanggotaan Tim Penilai

menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional
Pemeriksa Desain Industri

1l Tim Penilai Direktorat Jenderal

2l Iim Penilai Direktorat

F Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa

1) memperoleh pe ngh argaan / tand a j asa S atyalancana Karya
SaWa:

a) 30 (tiga puluh) tahun

b) 2O (dua puluh) tahun

c) l0 (sepuluh) tahun

G Perolehan Gelar / ljazah Kesarjanaan Lainnya

I memperoleh Gelar/ljazah lain yang tidak sesuai dengan
bidanq tusasnva:
a) Doktor (S3)

b) Magister (S2)

c) Sarjana (Sl)

JT'ULIUI T'If 8I'R PEITT'ITJAI| G
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*) Dicoret yang tidak perlu



1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .......
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang kegiatan Pemeriksa
Desain Industri

6. dan seterusnya

NIP.

Catatnn Pclabat Pcnrrrrul :

1.

2.
3.
4. dan seterusnya

(jabatan )

(nama pejabat pengusul )

Catataa Anqsote Tlm Pcallal :

l.
2.
3.
4. dan seterusnya

( Nama Penilai I )

NIP.

(Nama Penilai II )

NIP.

Cetetan Kchra Tln Penlld :

1.

2.
3.
4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama )

NIP.



. LAMPIRAN IV
PEMTURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2014
NOMOR 1I TAHUN 2014
TENTANG
KETEMUAN PELAKSANMN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERMATAAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN

MENGIKUTI PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan mang : .....
Jabatan :

Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....

i'fiffj" ,:: :: : : :::::::::::::::::: : :::::::::::

Telah mengikuti pendidikan sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Keeiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
Bukti Fisik

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.
3.
4.
5.

dst



LAMPIRAN V
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAI( ASASI MANUISA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2OT4

NOMOR ll TAHUN 2OI4
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERT{YATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN
PERENCANAAN PEM ERIKSAAN

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PERENCANAAN PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat / golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit keda

Telah melakukan kegiatan perencanaan pemeriksaan sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kesiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
Bukti Fisik

t 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.
3.
4,
5.

dst



LAMPIRAN VI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2OT4

NOMOR 11 TAHUN 2OI4
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2OT3 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERI\iYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN
PENDAHULUAN

SURAT PERNYATAAN

MBLAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit ke{a

Telah melakukan kegiatan pemeriksaan pendahuluan sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

"t "'

Atasan Langsung

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kegiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
Bukti Fisik

I 2 3 4 5 6 7 I
I
2.
3.
4.
5.

dst



L"{MPIRAN VII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR I2 TAHUN 20i4
NOMOR IT TAHUN 20I4
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2013 TEMANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI DAN. 
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERMATAAN
MEI,AKUKAN KEGIATAN
PEMERIKSAAN SUBSTANTIF

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan :

Unit keda : .....

Menyatakan bahwa:

t.....Nama
NIP : .....
Pangkat I golongan ruang/TMT : .... .

Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pemeriksaan substantif sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Keeiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
Bukti Fisik

I 2 3 4 D 6 7 8

1.

2.
3.
4.
5.

dst



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2OI4
NOMOR ll TAHUN 2OI4
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2OI3 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN EVALUASI HASIL
PEMERIKSAAN SUBSTANTIF

. SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN EVALUASI HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kery'a

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan evaluasi hasil pemeriksaan substantif sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagairnana mestinya.

No Uraian Kegiatan Tzinggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Keeiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
Bukti Fisik

I 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.
3.
4.
5.

dst



I.,AMPIRAN IX
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN

. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 20 I4
NOMOR 1I TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANMN PERATURAN MENTERI
PENDAYACUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN II\IDUSTRI DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERI{YATAAN
MEI,AKUKAN KEGIATAN REKOMENDASI TINDAK
I"ANJUT HASIL PEMERIKSAAN

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golonganruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : ..... .... ........
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Keeiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
Bukti Fisik

1 2 3 4 5 6 '7 8

1.

2.
3.
4.
5.

dst



LAMPIRAN X
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2OI4
NOMOR 1I TAHUN 2OI4
TENTANG
KETENTUAN PELAI(SANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2OI3 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI DAN
ANGKA I{REDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN TUGAS
INTERNALISASI DI BIDANG DESAIN INDUSTRI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN TUGAS INTERNALISASI DI BIDANG DESAIN

INDUSTRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit keda

Telah melakukan kegiatan pelaksanaan
berikut:

tugas internalisasi di bidang desain industri sebagai

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kesiatan

Angka
Kredit

Jumlatr
Angka
Kredit

Keterangan/
Bukti Fisik

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.
3.
4.
5.

dst



LAMPIRAN XI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR I2 TAHUN 2OT4

NOMOR I1 TAHUN 2OI4
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN
MELAKUI{AN KEGIATAN
PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFBSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruangl TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kesiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
.Bukti Fisik

I 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.
3.
4.
5.

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN XII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2OT4

NOMOR 11 TAHUN 2OI4
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERT{YATAAN
MELAKUKAN.KEGIATAN
PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA
DESAIN INDUSTRI

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Pemeriksa Desain Industri sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Keeiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
Bukti Fisik

I 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.
3.
4.
5.

dst



LAMPIRAN XIII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUI(UM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2074
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR: .....

ASLI disampaikan dengan hormat kepada: Ditetapkan di .

Kepala Badan Kepegawaian Negara Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:
1. Pemeriksa Desain Industri yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; Nama Lengkap
3. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; *) dan NIP. .

4. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.

") Coret yang tidak perlu

I KETERANGAN PERORANGAN
I Nama
2 NIP

3 Nomor Seri KARPEG
4 Pangkat/Golongan ruang TMT
5 Tempat dan Tanggal lahir
6 Jenis Kelamin
7 Pendidikan yang diperhitunskan anska kreditnya
8 Jabatan Fungsional/TMT
9 Unit Keria

II PENi ETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH

1. UNSUR UTAMA
A Pendidikan

1) Pendidikan formal
2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang

penyelidikan kebumian dan memperoleh surat tanda
tamat pendidikan dan pelatihan (STTPPI

3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan
B Pemeriksaan Permohonan Desain Industri
C Pengembangan Profesi
Jumlah Unsur Utama

2. UNSUR PENUNJANG
Penuniang Tugas Pemeriksa Desain Industri
Jumlah Unsur Penuniang

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

III DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN .

PANGKAT ...... / TMT.



TAMPIRAN XIV
PEMTURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPAI-{ BADAN KEPECAWAIAN NEGARA

. NOMOR 12 TAHUN 2014
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PEMTURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2013 TET{TANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI DAN
ANGKA KREDITI.IYA

COTITOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DAI,AM JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI

KEPUTUSAN

"*i3il#I": :ll ":: i:^:1 :ii'"^
TENTANG

KENAIKAN JABATAN DAI"{M JABATAN FUNCSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI
, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama
Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor ...,,. dan Nomor ...... tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka
Kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Saudara ..................'............. dalam
jabatan Pemeriksa Desain Industri;

b........................ .......................:
............................'|:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tah:Jlj. 2014,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan

. Kepegawaian Negara Nomor ...........;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERIAMA : Terhitung mulai tanggal ............. mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama, b. NIP . :

c. Pangkat/golongan ruang/TMT : ........................
d. Unit kefa

dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri jenjang ......... .......'.. ke dalam
Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri jenjang .................... dengan angka
kredit sebesar..... ...... ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) .

KEDUA : ..........................:....................... ...............................")
KETIGA : ....................... ............................. .i
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .......................
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

l. Kepala eddan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; **)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantbr Pelayanan Perbendaharaan Negara/Biro Keuangan/Bagian Keuangan; **) dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Diisi apabila ada penambahan dicttrm yang dianggap perlu;
*) Coret yang tidak perlu,



LAMPIRAN XV
PERATURAN BERSAMA

. MEMERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2014
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANC

. KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAOUNAAN APARATUR NEGAM DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN
2013 TEMANC JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
DESAIN INDUSTRI DAN ANGKA KREDITI{YA

CONTOH
SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

DARI

Nomor :

:...
KEPADA YTH. : ...
ALAMAT : ...
TANGGAL : ...

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang : ......
Jabatan
Unit kerja

sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan

tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 36 Tahrrn 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan
Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor ... dan diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan
angka kredit yang dipersyaratkan.

3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara
dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri.

4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal : ......

NIP.

Tembusan:
1. Kepala BKN;
2. Kepala Biro/Bt^gian Kepegawaian; *)

3. Pimpinan unit kerja Pemeriksa Desain Industri yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.



LAMPIRAN XVI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2OI4
NOMOR 11 TAHUN 2OI4
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN
2OI3 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
DESAIN INDI)STRI DAN ANGKA KREDITIVYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : ......
TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA)

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan.
pangkat/ golongan ruang terhitung mulai tanggal
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ... tanggal

, b. ;;;; ;;*- tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai
Negeri Sipil dalam jabatan Pemeriksa Desain Industri, dipandang perlu
membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan
Fungsional Pemerksa Desain Industri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara darr Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2OI3;
5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : .

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal .. membebaskan sementara dari Jabatan
Fungsional Pemeriksa Desain Industri:
a. Nama : .....
b. NIP :.....
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....
d. Unit. Kerla

KEDUA : .. .......... *)
KE'GA , ' tltiX#Hl,?1":il,:fffin#f.ffi:'-:5l';:,Hf*1,,1i?l*""" 

ini' akan

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di :.......
pada tanggal :... . .. .

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
3. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; **)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaarl Negara/Biro Keuangan /Bagian Keuangan yang bersangkutan; **) dan

*) Coret yang tidak perlu.
*") Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.



T,AMPIRAN XVII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2014
NOMOR 1I TAHUN 2014
TENTANC
KETEI.ITUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI. PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
36 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI DAN ANGKA KREDITI.IYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR :.............
TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 34 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013
tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka Kreditnya,
dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara ................. dalam Jabatan
Fungsional Pemeriksa Desain Industri;

b. ......................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' | :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Perah:ran Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010:
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor: .............
MEMUTUSISN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung muLai tanggal ......................... mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil;
a. Nama : .........,..,................,,,,,..:..............
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .........................
d. Unit kerja : .........................

Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar ( . . . . . . . . . . . . . . . . . )

KEDUA : ....................... .................................. .)

KETIGA i ....................... ................................. n)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
, diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .

pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; **)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Biro Keuangan/Bagian Keuangan yang bersangkutan; *") dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

") Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
**) Coret yang tidak perlu.



L.AMPIRAN XVIII
PERATURAN BERSAMA
MEMERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2014
NOMOR I1 TAHUN 20 14
TENTANG
KETENTUAN PDLAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APAMTUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
36 TAHUN 2OT3 TEMANG JABATAN FUNGSIONAL. PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI DAN ANCKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

. KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI

KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TEL.AH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *1

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan
hormat dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : ......
d. Unit Kerja : ......

KEDUA : . ........*)
KETIGA : . ...... .:....... *)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .

pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; *")
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kant--or Petayandir Perbendaharadir Negara/Biro Keuangan/Bagian Keuangan;yang bersangkutan**) dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

") Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
**) Coret yang tidak perlu perlu.



LAMPIRAN XIX
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MhNUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2OI4
NOMOR ll TAHUN 2O14
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN
20 I3 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DESAIN
INDUSTRI DAN ANGKA KREDITI{YA

CONTOH:
KEPUTUSAN
PEIVYE S UAI AN / IIVPA SS/NG DALAM
JABATAN FUNGSIONAL DESAIN INDUSTRI

KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NoMoR' 
ilNi;Nc

PET{YESUAIAN/ INPASSI/VG DALAM JABATAN FUNGSIONAL DESAIN INDUSTRI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang:a.bahwaSaudara.NIP.''.'''denganKeputusan'
tanggal.........terhitung mulai tanggal......telah ditugaskan melakukan kegiatan
pada.

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013, dipandang perlu
menetapkan keputusan penyesuaian/inpassrng dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa
Desain Industri;

I

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2OlO;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor ....... ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ...... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :......
b. NIP :......
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : ......
d. Unit Kerja : ......

KEDUA : .......:*)
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil vang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di ....
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; **)

3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan; ** dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
**) Coret yang tidak perlu.


